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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan buku yang 

berjudul “HUKUM PARLEMEN: Teori, Struktur, dan Praktik 

Konstitusional” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir 

sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai salah satu pilar terpenting dalam sistem ketatanegaraan, 

yaitu lembaga perwakilan rakyat. 

Dalam dinamika kehidupan bernegara, parlemen memegang 

peranan sentral sebagai representasi kedaulatan rakyat, pembentuk 

undang-undang, serta pengawas jalannya pemerintahan. Seiring 

dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca 

reformasi, terjadi perubahan fundamental dalam struktur, 

kewenangan, dan fungsi lembaga perwakilan. Amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengubah lanskap hukum parlemen secara signifikan, termasuk 

penguatan sistem bikameral melalui keberadaan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pengaturan 

mekanisme checks and balances yang lebih seimbang. 

Buku ini disusun untuk mengupas tuntas berbagai aspek hukum 

parlemen, mulai dari landasan teori tentang kedaulatan rakyat dan 

sistem perwakilan, struktur kelembagaan beserta kewenangannya, 

hingga praktik konstitusional yang berkembang dalam kehidupan 

ketatanegaraan sehari-hari. Pembahasan dalam buku ini juga 

mencakup isu-isu kontemporer seperti hak interpelasi, angket, dan 

menyatakan pendapat; mekanisme pembentukan undang-undang; 

serta hubungan kelembagaan antara parlemen dengan lembaga 

negara lainnya seperti presiden dan mahkamah konstitusi. 

Kami menyadari bahwa hukum parlemen merupakan bidang 

kajian yang dinamis dan senantiasa berkembang seiring dengan 

praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya 

menyajikan teori dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga 

menganalisis berbagai putusan mahkamah konstitusi serta praktik 
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politik ketatanegaraan yang turut membentuk pemahaman kita 

tentang hukum parlemen saat ini. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

bagi mahasiswa hukum dan ilmu politik, akademisi, praktisi hukum, 

penyelenggara negara, serta masyarakat umum yang ingin memahami 

lebih dalam mengenai lembaga parlemen dalam perspektif hukum 

konstitusional.  

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif 

bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia serta 

memperkuat pemahaman kita bersama tentang pentingnya lembaga 

parlemen dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. 

 

Terima kasih. 
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Ontologi dan Ruang Lingkup Hukum Parlemen 

Hukum tata negara didefinisikan sebagai cabang ilmu hukum yang 

mengatur struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antar 

lembaga negara dengan warga negara/masyarakat, dan menjadi 

landasan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, berkeadilan, 

dan sesuai konstitusi (Zamzamy, 2025; Hendrawati, 2024; Zainuddin, 

2021; Fakhrurrozi et al., 2025). 

Literatur yang tersedia membahas parlemen sebagai bagian dari 

objek kajian hukum tata negara, bukan sebagai cabang tersendiri yang 

secara eksplisit diberi label “Hukum Parlemen” (Hendrawati, 2024; 

Priandana et al., 2025; Zainuddin, 2021). Dengan demikian, “Hukum 

Parlemen” dapat diposisikan sebagai sub-bidang khusus dari Hukum 

Tata Negara yang memfokuskan kajian pada lembaga perwakilan 

rakyat (parlemen), proses pembentukannya, kewenangan, fungsi, dan 

mekanisme kerjanya, sejajar dengan sub-bidang lain seperti hukum 

pemilu, hukum pemerintahan pusat, dan hukum otonomi daerah 

(Hendrawati, 2024; Priandana et al., 2025; Zainuddin, 2021). 

Hukum parlemen dalam hal pembentukan peraturan perundang-

undangan tidak hanya perihal pemenuhan syarat formal karena 

sejatinya pelanggaran prosedur dapat berakibat batalnya produk 

hukum. Banyak literatur membedakan antara: aspek formal/ 

prosedural sebagai tata cara pembentukan (tahapan, tenggat waktu, 

organ yang berwenang, partisipasi publik, pengesahan, 

pengundangan) (Fahrozi & Parlindungan, 2021; Szabó, 2023; 

Orłowski, 2020); dengan aspek materiil berupa isi/materi muatan 

norma, kesesuaiannya dengan UUD, HAM, keadilan, kepentingan 

umum, dan hierarki peraturan (Wijayanti, 2016; Oktarina, 2024; 

Ramadhan et al., 2022; Fahrozi & Parlindungan, 2021)Dalam konteks 

pembentukan peraturan: peraturan desa yang tidak memenuhi syarat 

formil dan materiil dapat dibatalkan; cacat prosedur bukan sekadar 

pelanggaran teknis, tapi menimbulkan akibat hukum pada 

keberlakuan peraturan itu sendiri (Oktarina, 2024). Hal serupa 

dipahami pada level UU: pengujian konstitusional bisa formil maupun 

materiil dan jika dikabulkan, undang-undang tidak lagi mengikat 

(Fahrozi & Parlindungan, 2021). 
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Penelitian tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa: 

1. MK semakin menegaskan bahwa kepatuhan prosedural adalah 

syarat legitimasi demokratis, bukan formalitas kosong (Ratib et al., 

2025). 

2. Dalam praktik terbaru, MK dapat membatalkan UU bila 

pelanggaran prosedurnya substantif (misalnya mengabaikan 

prinsip representasi dan partisipasi publik) (Ratib et al., 2025). 

3. Di yurisdiksi lain, pelanggaran tenggat waktu dalam prosedur 

legislatif dapat menjadi alasan mandiri untuk menyatakan suatu 

undang-undang inkonstitusional (Orłowski, 2020). 

4. Literatur menekankan bahwa prosedur pembentukan UU adalah 

“rantai tindakan hukum” yang menentukan validitas; jika bagian 

pentingnya tidak dipenuhi, norma yang lahir dianggap tidak 

mengandung sifat hukum sejak awal (nullity/batal demi hukum) 

(Ramadhan et al., 2022). 

 

Jadi, Hukum Parlemen berfungsi ganda: 

1. Mengatur prosedur (dimensi formal), dan 

2. Menjadi ukuran keabsahan norma (dimensi materiil-fungsional) 

ketika cacat prosedur mencapai tingkat yang melanggar standar 

konstitusional/aturan pembentukan (Ratib et al., 2025; Ramadhan 

et al., 2022; Orłowski, 2020; Fahrozi & Parlindungan, 2021). 

 

Hukum Parlemen tidak berhenti pada tata cara internal; ia 

mengandung dimensi materiil dalam arti bahwa pelanggaran 

prosedur tertentu dapat berimplikasi pada pembatalan atau 

kehilangan daya ikat produk hukum melalui mekanisme judicial 

review atau pengujian peraturan. 

Norma hukum parlemen bersifat mengikat secara yuridis, 

sedangkan konvensi/etika parlemen mengikat secara politik-moral. 

Norma hukum parlemen adalah aturan formal yang diakui sebagai 

bagian dari sistem hukum, umumnya tertulis (konstitusi, 

undang-undang, tata tertib, code of conduct yang diberi dasar hukum) 

dan dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi institusional atau 

peradilan (Hodgson, 2025; Routh, 2021; Barber, 2009). Ciri 

pembedanya:  
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1. Bersumber pada kewenangan negara (konstitusi/UU/tata tertib) 

(Hodgson, 2025) 

2. Ditegakkan melalui organ resmi: pengadilan, badan etik dengan 

kewenangan sanksi formal (teguran resmi, skorsing, bahkan 

kehilangan mandat) (Coroado & De Sousa, 2025; Nemtoi & 

Nesteriuc, 2019) 

3. Pelanggaran menimbulkan akibat hukum yang terukur (invaliditas 

tindakan, sanksi, dll.) (Barber, 2009; Konrath, 2021) 

 

Dalam banyak parlemen modern, rezim etik sudah 

“dijuridifikasi”: kode etik, kewajiban deklarasi kepentingan, dan 

mekanisme pengawasan berkembang menjadi kerangka regulasi yang 

cukup ketat, dengan indikator kekuatan norma dan sanksi yang dapat 

diukur (Saint-Martin, 2020; Coroado & De Sousa, 2025; Konrath, 

2021). 

 

Tabel 1.1: Perbedaan Kunci Norma Hukum dan Konvensi 

Parlemen 

Aspek 
Norma Hukum 

Parlemen 
Konvensi/Etika Parlemen 

Bentuk 
Tertulis, bagian sistem 
hukum 

Tertulis/tidak, lebih 
sosial-politik 

Penegakan 
Pengadilan / sanksi 
hukum formal 

Tekanan politik, opini 
publik, sanksi internal lunak 

Akibat 
pelanggaran 

Bisa batalkan tindakan, 
hilang jabatan 

Kerusakan reputasi, tekanan 
mundur, koreksi politik 

Sumber: Saint-Martin, 2020; Kosař & Vincze, 2023; Barber, 2009; Dicey, 

1979; Coroado & De Sousa, 2025; Dicey, 1979; Ahmed et al., 2019; Nemtoi & 

Nesteriuc, 2019; Barber, 2009; Ahmed et al., 2019 

 

Konvensi konstitusional dan etika parlemen adalah aturan tidak 

(atau belum) sepenuhnya mengikat secara hukum, tapi diakui sebagai 

pedoman wajib secara politik/moral (Kosař & Vincze, 2023; Aroney, 

2015; Ahmed, 2022; Dicey, 1979). Karakternya berbasis praktik 

berulang yang disertai keyakinan bahwa praktik itu “seharusnya” 

diikuti (normatif, bukan sekadar kebiasaan faktual) (Kosař & Vincze, 

2023; Ahmed, 2022; Brunclík, 2025). Umumnya konvensi dan etika 
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Magna Carta dan Awal Mula Pembentukan Parlemen 

1. Latar Belakang Magna Carta (1215) 

Magna Carta atau Piagam Agung, adalah salah satu dokumen paling 

penting dalam sejarah hukum Inggris. Ditandatangani pada 15 Juni 

1215 oleh Raja John dari Inggris di Runnymede, Magna Carta 

menandai sebuah tonggak sejarah yang membatasi kekuasaan 

monarki. Sebagai piagam yang mengatur hubungan antara raja dan 

masyarakat, Magna Carta membuka jalan bagi lahirnya 

pemerintahan yang lebih berbasis pada hukum dan prinsip 

keadilan (BAKER, 2023). 

Pada masa itu, Raja John dikenal sebagai penguasa yang 

otoriter, sering kali melanggar hak-hak dan kebebasan masyarakat, 

serta memungut pajak yang sangat tinggi. Tindakan sewenang-

wenang ini menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat 

antara sang raja dan para baron, yang akhirnya memaksa Raja John 

untuk menandatangani Magna Carta. Meskipun tidak dapat 

dihindari, penandatanganan piagam ini menunjukkan bahwa raja 

tidak boleh bertindak semena-mena tanpa persetujuan pihak lain. 

Baron adalah sekelompok bangsawan tinggi yang memiliki tanah 

luas dan kekuasaan di wilayah kerajaan, yang pada masa itu 

berfungsi sebagai pemilik tanah dan pelaksana hukum di 

daerahnya masing-masing (Hinch, 2017). 

Magna Carta tidak hanya berfokus pada pembatasan 

kekuasaan monarki, tetapi juga mencatatkan hak-hak individu 

yang harus dihormati oleh penguasa. Salah satu prinsip utama 

dalam piagam ini adalah bahwa tidak ada seorang pun, bahkan raja, 

yang berada di atas hukum. Hal ini membuka jalan bagi pengakuan 

bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus 

dilindungi oleh hukum negara (Fernandez-villaverde, 2015). 

Piagam ini juga mencantumkan ketentuan yang mewajibkan 

raja untuk berkonsultasi dengan baron dalam pengambilan 

keputusan besar yang berhubungan dengan kebijakan kerajaan, 

terutama dalam hal pajak dan perundang-undangan. Dalam hal ini, 

meskipun piagam tersebut tidak langsung menciptakan sebuah 

sistem parlemen, prinsip perwakilan rakyat dan pengawasan 
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terhadap kekuasaan monarki mulai muncul dalam bentuk yang 

lebih awal. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak lain 

dalam pengambilan keputusan politik. 

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Magna Carta tidak 

menciptakan sistem parlemen dalam pengertian modern, piagam 

ini berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan badan yang lebih 

terorganisir. Dengan menetapkan kewajiban raja untuk meminta 

persetujuan dari baron dan kelompok masyarakat lainnya, Magna 

Carta memperkenalkan gagasan bahwa pemerintah harus lebih 

responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak warganya. Gagasan ini 

kemudian berkembang menjadi konsep perwakilan rakyat yang 

lebih formal. 

Selain itu, Magna Carta juga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap sistem hukum yang berkembang di Inggris. Banyak 

prinsip yang tercantum dalam Magna Carta, seperti hak atas 

peradilan yang adil dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi, 

akan menjadi bagian penting dari perkembangan hukum di Inggris 

dan akhirnya menjadi referensi dalam sistem hukum internasional. 

Piagam ini mempengaruhi sejumlah dokumen penting lainnya, 

seperti Bill of Rights (1689) yang lebih menekankan pada 

pembatasan kekuasaan monarki (Hazell, Robert, 2015). 

Magna Carta juga memainkan peran dalam memperkenalkan 

prinsip penting lain dalam sistem hukum modern: due process of 

law. Piagam ini memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dapat 

dihukum atau kehilangan hartanya tanpa melalui proses hukum 

yang adil. Meskipun banyak ketentuan dalam Magna Carta telah 

diubah atau dihapus sepanjang waktu, prinsip dasar ini tetap 

menjadi landasan penting dalam sistem hukum Inggris hingga saat 

ini (Tate, 2016).  

Dengan penandatanganan Magna Carta, Raja John mengakui 

bahwa kekuasaan monarki tidak dapat berlangsung tanpa batas. 

Tindakan ini memberikan gambaran awal tentang hubungan 

antara pemerintah dan rakyat, yang kemudian menjadi dasar bagi 

pengembangan sistem parlementer dan demokrasi di Inggris. 

Pengakuan terhadap hak-hak individu serta perlunya persetujuan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan politik memberikan 
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pengaruh yang mendalam terhadap perkembangan sejarah 

pemerintahan di dunia. 

Magna Carta juga memberikan pelajaran penting mengenai 

pentingnya batasan kekuasaan pemerintah. Dengan memberikan 

ruang bagi baron dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan, piagam ini mendorong adanya 

pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Meskipun sistem 

parlemen yang kita kenal sekarang baru muncul setelah ratusan 

tahun, prinsip-prinsip yang tercantum dalam Magna Carta tetap 

relevan dalam pembentukan sistem pemerintahan yang adil. 

Sebagai sebuah dokumen yang mengandung banyak nilai hukum 

dan politik, Magna Carta adalah simbol penting dalam sejarah 

pembatasan kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak-hak 

individu. Penandatanganannya bukan hanya sebuah tindakan 

administratif, tetapi juga merupakan langkah pertama dalam 

perjalanan panjang menuju sistem pemerintahan yang lebih 

demokratis dan berbasis pada hukum. 

 

2. Pengaruh Magna Carta terhadap Pembentukan Parlemen 

Magna Carta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

pembentukan badan legislatif awal yang kemudian berkembang 

menjadi parlemen. Meskipun pada awalnya bukan parlemen dalam 

pengertian modern, piagam ini menetapkan prinsip-prinsip dasar 

yang mengarah pada pembentukan lembaga perwakilan rakyat. 

Setelah penandatanganan Magna Carta, muncul gagasan penting 

mengenai keterlibatan pihak-pihak lain selain raja dalam proses 

pengambilan keputusan politik. Hal ini terlihat dari kewajiban raja 

untuk meminta persetujuan dari baron dan kelompok masyarakat 

tertentu, seperti gereja, sebelum membuat keputusan besar, 

terutama terkait dengan kebijakan pajak dan hukum (Idrees, 

2024). 

Pada awalnya, badan yang dibentuk hanya berfungsi sebagai 

penasihat bagi raja. Para baron yang merupakan pemilik tanah 

besar dan kekuasaan di wilayah kerajaan diberi peran untuk 

memberikan masukan dan persetujuan terhadap kebijakan-

kebijakan penting yang akan diambil oleh monarki. Meskipun 
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Pendahuluan 

Dalam kehidupan negara yang semakin modern, konsep kedaulatan 

rakyat adalah suatu pilar utama yang dapat menentukan arah 

pelaksanaan tindakan kekuasaan (Asshiddiqie, 2011). Gagasan ini 

menegaskan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara 

berada di tangan rakyat, bukan pada individu atau kelompok tertentu. 

Rakyat dipandang tidak hanya sekadar sebagai objek kekuasaan 

semata, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk 

menentukan kebijakan/keputusan, memilih pemimpinnya, dan 

mengawasi jalannya roda pemerintahan. Gagasan ini muncul dari 

sejarah sangat panjang dan perjuangan melawan sistem kekuasaan 

absolut yang cenderung merugikan rakyat dan mengabaikan 

kepentingan masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, 

pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak selalu dapat dilakukan secara 

langsung oleh semua warga negara (Peters, 2009).  

Problematika seperti jumlah penduduk yang besar, wilayah yang 

luas, dan masalah-masalah negara yang kompleks membuat 

partisipasi langsung menjadi sulit dan kurang berkualitas. Oleh karena 

itu, sistem perwakilan berkembang sebagai solusi yang paling 

realistis. Melalui sistem ini, rakyat memberikan mandat kepada wakil-

wakil terpilih untuk menyuarakan aspirasinya dan mengambil 

keputusan atas nama representasi di lembaga-lembaga legislatif dan 

pemerintahan. 

Sistem perwakilan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme 

teknis pelaksanaan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai 

alat yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara 

kehendak rakyat dan efektivitas pemerintahan (Neyer, 2004). Di satu 

sisi, sistem ini menegaskan proses politik menjadi lebih terstruktur 

dan efisien. Di sisi lain, keberhasilannya sangat tergantung pada 

sejauh mana wakil-wakil rakyat sebagai legislator menjalankan 

mandat rakyat dengan jujur, bertanggung jawab, dan secara konsisten 

mengutamakan kepentingan publik. Dengan demikian, hubungan 

antara teori kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan sangat erat dan 

tak terpisahkan. Kedaulatan rakyat memberikan dasar bagi legitimasi, 

sementara sistem perwakilan berfungsi sebagai instrumen untuk 
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merealisasikannya dalam praktik kehidupan nasional. Pemahaman 

yang mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting untuk 

menilai sejauh mana suatu sistem politik dan hukum mencerminkan 

kehendak rakyat sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang 

efektif dan berkeadilan. 

 

Pengertian dan Konsep Dasar Kedaulatan Rakyat 

Sebuah negara dapat terbentuk jika memenuhi persyaratan tertentu, 

termasuk tata kelola dan kedaulatan. Istilah kedaulatan berasal dari 

kata bahasa Inggris sovereignty (Maritain, 1950) dan bahasa Prancis 

souveraineté. Konsep ini sendiri berasal dari kata Latin superanus, 

yang berarti tertinggi. Para cendekiawan abad pertengahan yang 

mempelajari tata kelola negara dan hukum menggunakan istilah 

summa potestas, yang berarti kedaulatan tertinggi suatu entitas politik 

(Lee, 2012). 

Inti dari kedaulatan terletak pada konsep kekuasaan tertinggi di 

dalam negeri, yang tidak dapat dibatasi atau dicampuri oleh negara 

lain (Morgenthau, 1948). Dalam menganalisis konsep kekuasaan, 

gagasan kedaulatan yang mencakup pelaksanaan pengambilan 

keputusan dapat menimbulkan permasalahan, seperti seberapa besar 

kekuasaan yang dimiliki suatu keputusan, baik di ranah legislatif 

maupun eksekutif. Namun, dalam lingkup kedaulatan, berdasarkan 

analisis relasional antara penguasa dan subjek, muncul pertanyaan 

mengenai siapa yang menjadi subjek atau apa yang dapat memiliki 

kekuasaan tertinggi di dalam negara. 

Yang dimaksud dengan esensi negara bukanlah esensi dari suatu 

negara tertentu, melainkan esensi dari apa yang disebut negara itu 

sendiri. Menurut Plato, esensi negara adalah bahwa negara dapat 

diukur atau dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mempertahan-

kan persatuan di dalamnya, karena negara dapat dikatakan sebagai 

sebuah keluarga besar (Shiell, 1991). 

Doktrin kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat ini 

berakar pada doktrin Romawi lex regia, yang berarti bahwa kekuasaan 

berasal dari rakyat (populus) (Lee, 2016). Dalam konteks ini, 
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kedaulatan rakyat dapat dipahami dengan beberapa cara: (a) rakyat 

didefinisikan sebagai semua orang yang berada di wilayah negara; (b) 

rakyat dapat diartikan sebagai bangsa (das Volk); (c) Korporatis, yang 

berarti bahwa rakyat juga mencakup penguasa; dan (d) kedaulatan 

berada di tangan badan pemilihan. 

1. Kedaulatan rakyat dalam arti seluruh rakyat di negara tersebut. 

Interpretasi ini merujuk pada ajaran Rousseau, yang 

mendefinisikan kedaulatan sebagai perwujudan kehendak umum 

(volonté générale), yaitu kehendak gabungan seluruh rakyat 

(volonté de tous) (Riley, 2001). Rousseau berangkat dari asumsi 

bahwa terdapat kesatuan penuh dalam kehendak bersama, 

sehingga tidak ada konflik antara kehendak individu dan kehendak 

negara. Kehendak negara harus tunduk, karena itulah kehendak itu 

sendiri. Negara benar-benar menjadi sebuah res publica, sebuah 

republik, yang berarti urusan publik. Pemahaman ini 

memunculkan karakter totaliter dalam negara. Konsep kedaulatan 

rakyat ini tidak mendorong demokrasi, melainkan justru mengarah 

pada totalitarianisme. 

2. Kedaulatan rakyat dalam arti rakyat sebagai bangsa. Konsep ini 

juga menjelaskan ajaran Rousseau, sebagaimana disebutkan di atas, 

yang menganggap bahwa dasar kebangsaan berasal dari 

kedaulatan yang menggerakkan masyarakat. Gagasan tentang 

bangsa dapat ditemukan dalam konsep semangat rakyat (Der 

Volksgeist), yang dikemukakan, antara lain, oleh Hegel dan von 

Savigny. Dalam ajaran Hegel, negara merupakan kesatuan yang 

melampaui kepentingan individualistik. Negara dipandang sebagai 

perwujudan individu yang berupaya melindungi kebebasan 

nasional (Avineri, 1962). Sementara itu, von Savigny berpendapat 

bahwa hukum berkembang sebagai respons terhadap kekuatan-

kekuatan yang ada di dalam jiwa bangsa. Savigny memandang 

bangsa dan negara sebagai organisme yang lahir, tumbuh, dan 

berkembang. Pandangan terhadap kedaulatan rakyat sebagai 

bangsa juga dapat mengarah pada totalitarianisme, karena ia 

memandang jiwa bangsa sebagai bagian dari kesadaran kolektif 

yang memiliki karakter historis dan budaya (Toews, 1989). 
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Pengertian Parlemen  

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu badan 

yang anggotanya merupakan wakil dari partai dalam masyarakat yang 

dipilih melalui pemulihan umum atau Pemilu. Parlemen dalam istilah 

teknis biasanya disebut dengan istilah legislature yang kurang lebih 

artinya adalah badan pembuat undang-undang atau badan di mana 

para pembuat undang-undang (legislator) bekerja. Akan tetapi pada 

kenyataannya parlemen tidak selalu berarti seperti yang disebutkan 

di atas Sudah menjadi kelaziman bahwa badan-badan politik di luar 

parlemen bahkan lebih berperan dalam perbuatan undang-undang. 

Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa 

dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, 

dan fungsi anggaran (Rinaldi, 2019). 

Pengisian keanggotaan parlemen di berbagai negara dilakukan 

melalui sistem pemilihan yang berbeda. Pertama, ada yang 

menggunakan sistem distrik atau disebut dengan single member 

constituency, yaitu satu wakil untuk satu daerah pemilihan. Kedua, ada 

juga yang menggunakan sistem proporsional atau perwakilan 

berimbang, yaitu satu daerah diwakili oleh lebih dari satu wakil 

(multi-member constituency), berimbang dengan jumlah penduduk di 

daerah yang bersangkutan. Sistem parlemen yang dianut di negara-

negara di dunia berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial budaya 

serta sistem nilai yang dianutnya. Selain itu, kondisi masyarakat dalam 

suatu negara juga mempengaruhi sistem parlemen yang dianut oleh 

negara tersebut. Saat ini parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat 

memiliki beberapa fungsi, antara lain (Widayati, 2020) : 

1. Fungsi Pengaturan (Legislasi) 

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga 

negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga 

negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-

pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan 

sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakil rakyat. Jika hal-

hal tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat 

yang ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wenangan 

kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. 
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2. Fungsi Pengawasan  

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga 

negara, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga 

negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai pengeluaran-

pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu dikontrol dengan 

sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakil rakyat. Jika hal-

hal tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat 

yang ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wenangan 

kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. 

3. Fungsi Anggaran  

Kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN ataupun APBD oleh 

pemerintah juga memerlukan kontrol sebaik mungkin oleh 

lembaga perwakilan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang. Hal tersebut membuat fungsi anggaran sangat 

berhubungan erat dengan fungsi pengawasan. Tak hanya itu, fungsi 

anggaran juga berkaitan dengan fungsi legislasi. Fungsi legislasi 

menetapkan kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam 

penyusunan program dan anggaran (Rinaldi, 2019). 

 

Definisi Parlemen Secara Etimologi dan Terminologi 

Parlemen, Secara etimologi, kata "parlemen" berasal dari bahasa 

Perancis abad ke-14, "parler", yang artinya "berbicara". Ini 

menunjukkan peran penting dalam proses diskusi dan pembicaraan 

dalam konteks politik.  

Secara terminologi, parlemen merujuk pada badan legislatif suatu 

negara yang terdiri dari anggota yang dipilih atau diangkat untuk 

mewakili kepentingan rakyat dan membuat serta mengubah undang-

undang. Parlemen sering kali memiliki dua cabang: satu yang 

membuat undang-undang (biasanya disebut Dewan Perwakilan 

Rakyat, Majelis Rendah, atau sejenisnya) dan satu yang mengawasi 

atau memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang 

diajukan (biasanya disebut Dewan Negara, Senat, atau Majelis Tinggi). 

Parlemen memiliki peran kunci dalam sistem demokrasi, karena 

mereka bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang yang 

mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat (Omara, Andy, 

et al, 2021). 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai 

sebagai “badan yang terdiri atas wakil wakil rakyat yang dipilih dan 

bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian 

anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat". Parlemen, 

sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan legislatif, 

mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari tradisi hukum 

dan prinsip-prinsip yang dianut dalam konstitusi suatu negara. 

Secara terminologis, parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat 

yang memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi (pembentukan 

undang-undang), pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi 

anggaran (budgeting). Dalam teori ketatanegaraan modern, parlemen 

merupakan salah satu cabang kekuasaan negara dalam kerangka 

pemisahan kekuasaan (separation of powers), yang umumnya disebut 

sebagai kekuasaan legislatif. 

Dalam sistem demokrasi, parlemen dipandang sebagai 

representasi kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

menyerahkan mandatnya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui 

pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan 

atas jalannya pemerintahan. 

Menurut doktrin hukum tata negara, parlemen dapat diartikan 

sebagai lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan 

diberi kewenangan konstitusional untuk membentuk undang-undang, 

mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta menyetujui anggaran 

negara. 

Dalam konteks Indonesia, istilah parlemen merujuk pada 

lembaga perwakilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DPR sering 

disebut sebagai parlemen dalam arti sempit karena memegang fungsi 

legislasi yang dominan. 

 

Asal Usul Parlemen 

Tidak ada yang menciptakan parlemen, proses ini berkembang secara 

alami dari kebutuhan politik sehari-hari Raja Inggris dan dalam 
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Pengantar 

Sistem negara hukum demokratis menunjukkan bahwa parlemen 

memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang merepresentasikan 

kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara (Wijaya, 2025). 

Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi, tetapi juga 

mencakup fungsi pengawasan dan penganggaran (Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) yang memiliki 

implikasi langsung terhadap arah kebijakan publik. Oleh karena itu, 

anggota parlemen sebagai individu yang menjalankan fungsi tersebut 

memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum dan politik. 

Keunikan tersebut tercermin dalam status hukum yang melekat 

pada anggota parlemen. Status ini tidak hanya memberikan 

kewenangan tertentu, tetapi juga membatasi serta mengatur perilaku 

anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks 

negara hukum (rechtsstaat), status hukum menjadi instrumen penting 

untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh anggota 

parlemen tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip 

akuntabilitas publik(Said & Ahmad, 2024), (Agustin & Maulana, 2020) 

Seiring dengan perkembangan demokrasi konstitusional, 

kedudukan parlemen mengalami penguatan, termasuk di Indonesia 

pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga 

legislatif diberikan kewenangan yang lebih luas, sehingga 

menempatkan anggota parlemen sebagai aktor kunci dalam proses 

pembentukan hukum nasional (Romolus et al., 2024). 

Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, maka status hukum 

anggota parlemen menjadi aspek fundamental yang menentukan 

ruang lingkup kewenangan sekaligus batas tanggung jawabnya. Status 

hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi 

instrumen kontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan (Said & 

Ahmad, 2024). Secara normatif, anggota DPR memiliki hak 

konstitusional termasuk hak imunitas sebagaimana diatur dalam 

Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(selanjutnya disebut UU MD3) (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, 2019). Hak ini menunjukkan bahwa status 

hukum anggota parlemen memiliki karakter khusus yang 

membedakannya dari subjek hukum biasa. 

 

Pengertian Umum tentang Status dalam Konteks Ilmu 

Sosiologi, Hukum, dan Politik 

Konsep status merupakan konsep multidimensional yang digunakan 

dalam berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, hukum, dan ilmu 

politik. Dalam perspektif sosiologi, konsep status (status sosial) 

merupakan salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial 

masyarakat. Status merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang 

dalam suatu sistem sosial yang menentukan hubungan, hak, dan 

kewajiban individu tersebut dalam masyarakat. 

Ralph Linton menyatakan bahwa status adalah posisi seseorang 

dalam suatu pola tertentu dalam masyarakat (Linton, 1936). 

Sementara itu, status sosial juga dipahami sebagai tempat seseorang 

dalam hubungan sosial yang mencerminkan prestise, peranan, serta 

hak dan kewajibannya (Solihat et al., 2025). Lebih lanjut, Max 

Weber mengaitkan status dengan dimensi kehormatan (prestige) 

dalam stratifikasi sosial. Dalam teorinya tentang stratifikasi sosial, 

Weber membedakan antara class (ekonomi), status (kehormatan 

sosial), dan party (kekuasaan politik), yang bersama-sama 

menentukan posisi seseorang dalam masyarakat (Weber, 1978). 

Status dalam sosiologi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi : 

(Linton, 1936), (Putri, 2022) 
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1. Ascribed status, merupakan status yang diperoleh sejak lahir 

(misalnya keturunan, jenis kelamin). 

2. Achieved status, merupakan status yang diperoleh melalui usaha 

(misalnya pendidikan, pekerjaan). 

3. Assigned status, merupakan status yang diberikan oleh masyarakat 

sebagai penghargaan 

 

Status juga berkaitan erat dengan konsep peran (role), di mana 

peran merupakan aspek dinamis dari status. Artinya, ketika seseorang 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, ia sedang 

menjalankan peran sosialnya. Dengan demikian, dalam sosiologi, 

status tidak hanya menunjukkan posisi statis, tetapi juga menjadi 

dasar interaksi sosial, struktur sosial, dan stratifikasi dalam 

masyarakat (Pratama, 2020), (Salsabila, 2024) 

Konsep status dalam ilmu hukum memiliki makna yang lebih 

normatif dan formal, yakni berkaitan dengan kedudukan seseorang 

sebagai subjek hukum yang diakui oleh sistem hukum. Status hukum 

menentukan kapasitas seseorang dalam melakukan tindakan hukum 

serta hak dan kewajibannya menurut peraturan perundang-

undangan. Status dalam hukum sering dikaitkan dengan : 

1. Status personel (personal status): seperti status sebagai warga 

negara, anak, suami/istri (Armin & Ali, 2023). 

2. Status keperdataan: antara lain berkaitan dengan kedudukan 

seseorang dalam hubungan hukum privat, seperti status 

perkawinan, kewarganegaraan, dan kapasitas bertindak. Status 

keperdataan ini juga menentukan hak-hak keperdataan seperti 

waris, kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan kecakapan 

hukum (misalnya dewasa atau belum dewasa) (Kurniawati, 

Marina, 2017). 

3. Status dalam hukum publik: seperti pejabat negara atau warga 

negara biasa (Armin & Ali, 2023). 

 

Perspektif sosiologi hukum memandang status tidak hanya 

dilihat sebagai konstruksi normatif, tetapi juga sebagai fenomena 

sosial yang dipengaruhi oleh interaksi masyarakat (Yusuf DM, Mohd., 

2023).  Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berkaitan erat 
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Pengantar 

Parlemen merupakan institusi fundamental dalam mewujudkan 

demokrasi representative pada sistem ketatanegaraan modern (Isra, 

2021). Dewasa ini, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai 

pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan 

terhadap kekuasaan eksekutif serta sebagai representasi politik 

rakyat (Isra, 2017). Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota 

parlemen diberikan sejumlah hak khusus, termasuk hak imunitas dan 

hak protokoler, yang dimaksudkan untuk menjamin independensi dan 

efektivitas pelaksanaan tugasnya. 

Hak imunitas merupakan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada anggota parlemen agar dapat menjalankan fungsi 

konstitusionalnya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. 

Namun demikian, hak imunitas bukanlah sebuah privilese untuk 

menempatkan anggota parlemen di atas hukum, melainkan 

perlindungan hukum agar mereka dapat menyatakan pendapat atau 

pernyataan secara bebas dalam rapat-rapat resmi tanpa rasa takut 

akan tuntutan pidana maupun perdata (Asshidiqqie, 2019). Tanpa 

imunitas, kemandirian parlemen akan rentan terhadap kriminalisasi 

politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif maupun 

kelompok kepentingan lainnya (Asshidiqqie, 2019). Dalam 

perkembangannya, penerapan hak imunitas sering kali berbenturan 

dengan prinsip equality before the law, sehingga diperlukan batasan 

yang jelas mengenai ruang lingkup tindak pidana murni dan tindakan 

dalam menjalankan tugas kedewanan(Arief, 2019). 

Hak protokoler berkaitan dengan kedudukan formal dan 

penghormatan institusional yang melekat pada jabatan anggota 

parlemen sebagai pejabat negara. Hak protokoler ini berfungsi untuk 

menjaga harkat dan martabat anggota parlemen sebagai pejabat 

negara. Protokoler mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata 

penghormatan dalam acara kenegaraan maupun acara resmi 

(Setiawan, 2020). Pengaturan protokoler yang tepat mencerminkan 

penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang direpresentasikan 

oleh anggota parlemen. Meskipun demikian, tantangan muncul ketika 

protokoler dipandang sebagai bentuk eksklusivitas yang menjauhkan 
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wakil rakyat dari konstituennya. Kedua hak ini merupakan bagian dari 

desain kelembagaan yang bertujuan menjaga keseimbangan 

kekuasaan dalam sistem demokrasi. 

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, 

kedua hak tersebut seringkali menimbulkan perdebatan, terutama 

terkait dengan potensi penyalahgunaan serta ketegangan dengan 

prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Oleh 

karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami 

hak imunitas dan hak protokoler secara konseptual, normatif, dan 

praktis (F. A. Nasution, 2021); (Liang et al., 2024). 

 

Tinjauan Umum Tentang Parlemen di Indonesia 

Parlemen merupakan institusi utama dalam sistem demokrasi 

modern yang berfungsi sebagai representasi rakyat dalam proses 

penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, 

parlemen menempati posisi sebagai institusi paling fundamental 

dalam mewujudkan demokrasi representatif. Seiring dengan 

perkembangan negara-bangsa yang memiliki wilayah luas dan 

populasi besar, praktik demokrasi langsung (direct democracy) tidak 

lagi memungkinkan untuk diterapkan secara teknis. Oleh karena itu, 

parlemen hadir sebagai wadah utama di mana kedaulatan rakyat 

dikonstruksikan melalui mekanisme perwakilan (Asshidiqqie, 2019). 

Fungsi representasi yang melekat pada parlemen bukan sekadar 

formalitas prosedural, melainkan jantung dari legitimasi kebijakan 

publik. Sebagai lembaga yang memegang mandat langsung dari 

pemilih, parlemen bertugas menyuarakan artikulasi kepentingan 

konstituen ke dalam proses pembentukan hukum (Isra, 2017). Dalam 

konteks ini, parlemen berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan 

eksekutif (check and balances), memastikan bahwa setiap tindakan 

pemerintah tetap berpijak pada kehendak rakyat yang 

direpresentasikan oleh para anggota legislatif (Manan, 2023b). 

Keberadaan parlemen dalam sistem demokrasi modern 

menjamin adanya dialektika politik yang sehat. Melalui fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan, parlemen mentransformasikan 

aspirasi masyarakat yang beragam menjadi produk hukum yang 
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mengikat (Isra, 2021). Tanpa institusi parlemen yang kuat dan 

independen, sebuah negara akan kehilangan instrumen utamanya 

dalam menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, yang 

pada akhirnya dapat menjerumuskan sistem pemerintahan ke arah 

otoritarianisme (Asshidiqqie, 2021). Dalam konteks Indonesia, 

parlemen memiliki karakteristik yang khas karena mengadopsi sistem 

bikameral yang tidak sepenuhnya simetris, yang terdiri atas Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta 

terintegrasi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai 

lembaga permusyawaratan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan 

(Asshidiqqie, 2020). 

Perkembangan parlemen di Indonesia secara historis, tidak dapat 

dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan sejak masa kemerdekaan. 

Sejarah parlemen di Indonesia mencerminkan dinamika pencarian 

bentuk demokrasi yang ideal, mulai dari masa kolonial hingga era 

reformasi. Lembaga perwakilan di Indonesia bermula pada masa 

Hindia Belanda dengan dibentuknya Volksraad (Dewan Rakyat) pada 

tahun 1918 (Sekjen DPR RI, 2018). Meskipun kekuasaannya sangat 

terbatas dan bersifat penasihat bagi Gubernur Jenderal, Volksraad 

menjadi panggung pertama bagi tokoh pergerakan nasional untuk 

menyuarakan aspirasi kemerdekaan di jalur konstitusional 

(Asshidiqqie, 2019). 

Pasca-proklamasi kemerdekaan, tantangan utama adalah 

membangun institusi legislatif di tengah ketidakstabilan politik. 

Berdasarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945, 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diserahi kekuasaan legislatif 

sebelum terbentuknya DPR dan MPR (Sekjen DPR RI, 2018). Transisi 

besar terjadi pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), di mana 

Indonesia menerapkan sistem parlementer murni (Sekjen DPR RI, 

2018). Pada periode ini, parlemen memiliki kekuasaan besar untuk 

menjatuhkan kabinet, namun seringkali berujung pada instabilitas 

pemerintahan (Isra, 2017). 

Memasuki era Orde Baru (1966–1998), peran parlemen 

mengalami reduksi signifikan (Sekjen DPR RI, 2018). Lembaga 

legislatif cenderung menjadi "stempel" bagi kebijakan eksekutif, di 

mana fungsi pengawasan tidak berjalan optimal karena dominasi 
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Pengantar 

Partai politik secara historis pertama lahir di negara Eropa Barat dan 

dianggap sebagai manifestasi sistem politik yang sudah modern. 

Negara yang menganut faham demokrasi, gagasan partisipasi rakyat 

mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak menentukan siapa-

siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijaksanaan 

umum (Nugroho, 2020). 

Kehidupan negara dalam mekanisme demokrasi, kita mengenal 2 

(dua) kehidupan politik, yaitu : 1) Infra struktural politik, Lapisan 

kehidupan tingkat bawah / masyarakat, meliputi : a) partai politik, b) 

golongan kepentingan (interst group), c) golongan penekan (pressure 

group), d) tokoh politik, dan e) alat komunikasi politik. 2) Supra 

struktural politik, lapisan kehidupan politik tingkat atas/organsasi 

Negara baik bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Dalam menuju terpilihnya suprastruktur politik dibutuhkan 

mekanisme berupa pemilihan umum yang dalam pelaksanaannya 

dapat melalui sistem distrik ataupun sistem proporsional. Tujuan 

pemilihan umum pada hakekatnya memilih wakil rakyat untuk duduk 

dalam badan perwakilan rakyat atau parlemen dalam mekanisme 

pemilihan umum berdasarkan asas berkala, langsung umum, bebas 

dan rahasia sebagai perwujudan demokrasi perwakilan. 

Sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, pasti ada 

keterkaitan yang bersangkutan dengan partai politik pengusungnya. 

Sisi lain, ketika sudah duduk sebagai anggota parlemen, yang 

disuarakan adalah nasionalitas/kebangsaan/negara, bukan sebagai 

utusan partai. 

Problem konstitusional yang muncul dalam anggota parlemen 

praktik akhir-akhir inimisalnya Indonesia seperti a) Rangkap jabatan 

politik dan bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, 

b) Pengaruh oligarki ekonomi dalam proses legislasi, c) Lemahnya 

transparansi deklarasi kepentingan pribadi, d) Politisasi lembaga etik. 
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Konsep Dasar Kewajiban, Larangan, dan Konflik 

Kepentingan dalam Hukum Parlemen 
1. Hukum Parlemen sebagai Bagian dari Kajian Hukum Tata 

Negara 

Hukum parlemen pada dasarnya merupakan cabang dari hukum 

tata negara yang mengatur struktur, kewenangan, prosedur, serta 

perilaku anggota lembaga perwakilan. Menurut Ivor Jennings, 

hukum parlemen adalah seperangkat aturan dan konvensi yang 

mengatur cara kerja parlemen, termasuk perilaku anggota dalam 

menjalankan mandat rakyat (Jennings, 1957).  

Dalam sistem Indonesia, hukum parlemen memiliki dasar 

dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan, serta kode etik 

lembaga legislatif. Hal ini mencerminkan bahwa integritas anggota 

parlemen merupakan bagian dari desain konstitusional negara 

hukum demokratis. 

 

2. Landasan Filosofis dan Teoritis Hukum Parlemen 

Secara filosofis, pengaturan kewajiban dan larangan anggota 

parlemen berakar pada konsep demokrasi representatif. Dalam 

sistem ini, anggota parlemen bertindak sebagai wakil rakyat yang 

menjalankan mandat politik. Oleh karena itu, mereka terikat pada 

kewajiban moral dan hukum untuk bertindak demi kepentingan 

publik. Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan 

rakyat harus dijalankan untuk kepentingan umum (general will), 

sehingga pejabat publik tidak boleh menggunakan kekuasaan 

untuk kepentingan privat tetapi pemerintahan berdasar dari, oleh, 

dan untuk rakyat (Rousseau dalam Jati Nugroho, 2020). 

Secara teoritis, pengaturan kewajiban dan larangan anggota 

parlemen juga berkaitan erat dengan teori etika publik. Dalam 

perspektif ini, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk 

menjaga kepercayaan publik. Integritas menjadi nilai utama dalam 

menjalankan fungsi representasi. Konsep integritas publik juga 

berhubungan dengan teori good governance, yang menekankan 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama 

penyelenggaraan negara dan regulasi mengatasi konflik 

kepentingan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang 

baik. 
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3. Praktik Konstitusional Hukum Parlemen di Indonesia 

Sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan kewajiban dan 

larangan anggota parlemen berakar pada UUD 1945, khususnya 

ketentuan mengenai DPR sebagai pemegang kekuasaan 

membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD 1945) dan fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah. Selain konstitusi, pengaturan 

lebih lanjut terdapat dalam: a) UU MD3, b) Tata Tertib DPR, dan c) 

Kode Etik DPR. 

Kode etik DPR mengatur kewajiban menjaga kehormatan 

lembaga, larangan menerima imbalan yang memengaruhi 

independensi, serta kewajiban menghindari konflik kepentingan. 

Secara kelembagaan, penegakan norma etik dilakukan oleh 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. MKD berwenang memeriksa dan 

menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Perspektif hukum 

progresif, hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi 

harus diarahkan untuk menjamin keadilan substantif dan 

kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penguatan sistem integritas 

parlemen merupakan bagian dari agenda reformasi 

ketatanegaraan. 

 

Kewajiban Anggota Parlemen 

1. Kewajiban Konstitusional dan Praktik Konstitusional 

Kewajiban anggota parlemen pada dasarnya bersumber dari 

konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam negara 

demokrasi. Dalam sistem ketatanegaraan modern, anggota 

parlemen tidak hanya memiliki hak politik, tetapi juga kewajiban 

konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, 

dan penganggaran. Fungsi tersebut merupakan manifestasi dari 

prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi representatif. 

Dalam konteks Indonesia, kewajiban ini berakar pada UUD 

1945 yang menempatkan lembaga legislatif sebagai representasi 

rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, anggota 

parlemen wajib menjalankan mandat rakyat secara jujur, 

transparan, dan bertanggung jawab. Pandangan Hanna Pitkin yang 
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Pendahuluan 

Eksistensi partai politik dalam sebuah negara demokrasi modern 

merupakan keniscayaan yang tidak dapat dikesampingkan. Sebagai 

instrumen utama dalam sirkulasi kekuasaan, partai politik memegang 

mandat konstitusional untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat 

ke dalam kebijakan publik. Namun, ketika para kader partai tersebut 

bertransformasi menjadi anggota parlemen, muncul sebuah persoalan 

mendasar dalam hukum tata negara: kepada siapa loyalitas utama 

diberikan? Apakah kepada rakyat yang memberikan suara di bilik 

suara, atau kepada partai politik yang memberikan "tiket" 

pencalonan? Pertanyaan klasik ini membawa kita pada studi 

mengenai faksi dan fraksi dalam struktur lembaga legislatif. 

Dalam diskursus teoretis, faksi seringkali dipandang sebagai 

entitas yang bersifat alamiah dalam organisasi politik mana pun. 

James Madison dalam The Federalist Papers No. 10 mengingatkan 

bahwa kecenderungan manusia untuk membentuk faksi adalah 

bawaan, namun tugas konstitusi adalah mengendalikan dampaknya 

agar tidak merusak kepentingan umum. Di Indonesia, fenomena faksi 

ini mengalami institusionalisasi yang sangat kuat melalui wadah yang 

disebut "Fraksi". Secara yuridis, fraksi di DPR RI bukan sekadar 

pengelompokan anggota berdasarkan kesamaan visi, melainkan telah 

menjadi perpanjangan tangan (long arm) partai politik yang memiliki 

otoritas hampir mutlak atas anggotanya (Arifin & Wisnaeni, 2021). 

Ketegangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan partai 

menjadi inti masalah dalam dinamika parlemen kita. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan 

rakyat. Namun, dalam implementasinya, kedaulatan tersebut seolah-

olah terdistorsi oleh sistem kepartaian yang sentralistik. Anggota 

parlemen yang secara konstitusional memiliki hak imunitas dan hak 

menyatakan pendapat, dalam praktiknya seringkali terbelenggu oleh 

instruksi fraksi yang bersifat imperatif. Fenomena ini memunculkan 

kekhawatiran akan terjadinya "Tirani Fraksi", di mana proses legislasi, 

pengawasan, dan penganggaran tidak lagi didasarkan pada 

perdebatan diskursif yang sehat, melainkan pada kompromi elit antar 

pimpinan faksi di ruang-ruang tertutup. 
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Lebih lanjut, posisi fraksi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

memiliki karakteristik yang unik namun problematis. Di satu sisi, 

fraksi diperlukan untuk efisiensi pengambilan keputusan di parlemen 

yang memiliki ratusan anggota. Tanpa fraksi, parlemen akan terjebak 

dalam anarki pendapat yang sulit mencapai konsensus. Namun di sisi 

lain, penguatan posisi fraksi melalui mekanisme recall atau 

Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam UU MD3 dan 

UU Partai Politik, telah menempatkan anggota dewan dalam posisi 

yang rentan. Ancaman kehilangan kursi (loss of seat) menjadi senjata 

ampuh bagi partai untuk menertibkan anggotanya yang mencoba 

bersuara beda dengan garis kebijakan partai (Hajad & Jannah, 2019). 

Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana 

dialektika antara faksi dan partai politik ini bekerja dalam ruang 

lingkup hukum tata negara Indonesia. Pertama, bab ini akan 

membedah genealogi faksi dari sudut pandang sosiologi hukum dan 

teori mandat. Kedua, akan dianalisis mengenai kedudukan hukum 

fraksi pasca-perubahan UUD 1945 dan bagaimana berbagai Putusan 

Mahkamah Konstitusi mencoba menyeimbangkan relasi anggota-

partai-rakyat. Ketiga, bab ini akan menyoroti bagaimana dominasi 

fraksi telah melemahkan fungsi-fungsi substansial parlemen, 

terutama dalam menghadapi kekuasaan eksekutif dalam sistem 

presidensial yang cenderung berasa parlementer. 

Melalui pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan 

analisis realitas politik, tulisan ini bertujuan untuk menawarkan 

rekonstruksi pemikiran mengenai posisi faksi. Penataan kembali 

relasi antara partai dan parlemen menjadi krusial agar lembaga 

legislatif tidak sekadar menjadi stempel bagi kepentingan partai 

politik, melainkan tetap teguh sebagai pilar penjaga kedaulatan rakyat 

dan prinsip check and balances. Dengan memahami dinamika ini, kita 

dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat 

independensi anggota parlemen tanpa mengabaikan peran penting 

partai politik dalam stabilisasi demokrasi. 

Secara historis, pergeseran peran fraksi di Indonesia 

mencerminkan dinamika pendulum kekuasaan antara eksekutif dan 

legislatif. Pada masa Orde Baru, fraksi di DPR berfungsi lebih sebagai 

instrumen legitimasi bagi kekuasaan eksekutif (rubber stamp). 
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Pengelompokan fraksi saat itu sangat terbatas dan dikendalikan 

secara ketat melalui mekanisme "massa mengambang" dan hegemoni 

satu kekuatan politik dominan. Fraksi bukan menjadi wadah 

perdebatan kebijakan, melainkan saluran instruksi dari pemerintah 

(eksekutif) untuk memastikan stabilitas politik tanpa gangguan 

oposisi yang berarti. Sistem recall pada masa itu digunakan sebagai 

alat pembersihan politik terhadap anggota yang dianggap tidak 

sejalan dengan komando pusat. 

Sebaliknya, memasuki era Reformasi, keberadaan fraksi 

mengalami rekontekstualisasi seiring dengan penguatan fungsi 

legislasi dan pengawasan DPR pasca-Amandemen UUD 1945. Fraksi 

kini menjadi episentrum kekuatan politik yang lebih plural dan 

dinamis. Namun, ironinya, meskipun semangat reformasi adalah 

untuk membebaskan rakyat dari otoritarianisme, "otoritas" tersebut 

justru berpindah dari eksekutif ke pimpinan partai politik melalui 

fraksi. Jika pada Orde Baru fraksi dikendalikan oleh negara, maka di 

era Reformasi, fraksi dikendalikan secara rigid oleh partai. 

Perkembangan hukum melalui UU MD3 mencerminkan upaya 

formalisasi kekuatan ini, di mana fraksi diberikan mandat yuridis 

untuk menentukan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), 

sehingga independensi anggota parlemen sebagai individu 

perwakilan rakyat tetap berada di bawah bayang-bayang disiplin 

partai yang kaku. 

 

Genealogi Faksi: Dari "Kelompok Kepentingan" ke Struktur 

Formal 

Memahami faksi memerlukan penelusuran jauh ke belakang sebelum 

hukum tata negara modern mengonstruksikan lembaga perwakilan. 

Secara etimologis, faksi berasal dari bahasa Latin factio, yang merujuk 

pada tindakan melakukan atau membuat sesuatu, namun dalam 

konteks politik, ia merujuk pada pengelompokan individu yang 

memiliki kesamaan kepentingan atau pandangan politik tertentu. 

Dalam sejarah pemikiran politik klasik, faksi sering kali dipandang 

dengan nada peyoratif sebagai sumber disintegrasi dan ancaman bagi 

stabilitas negara. 
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Pengertian, Fungsi, dan Peran Speakership Parlemen 
Speakership adalah lembaga atau jabatan ketua parlemen yang 

berfungsi sebagai pemimpin sidang di dalam parlemen, dimana peran 

yang sangat krusial sebagai penjaga tata tertib dalam sidang parlemen 

yang tentunya dengan representasi resmi dari lembaga legislatif. 

Dalam model ini berasal dari tradisi parlemen Inggris (Westminster), 

yang dikemudian hari diadopsi oleh banyak negara, baik dalam bentuk 

murni atau sesuai dengan aslinya maupun adopsi  dengan 

penyesuaian. Kata Speaker ini berperan sebagai “mouthpiece” atau 

juru bicara lembaga legislatif kepada Raja, dimana sebelum berevolusi 

menjadi speaker pemimpin lembaga yang independen. Dengan asal 

Usul dan Perkembangan Speakership yang kami kutip dari  beberapa 

sejarah yang sudah di tuliskan sebelumnya dimana Jabatan Speaker 

pertama kali telah diidentifikasi pada tahun 1377 melalui Sir Thomas 

Hungerford di Inggris Pada abad ke-19 hingga ke-20, dimana negara-

negara Eropa mulai mengadopsi konsep speakership dalam lembaga 

legislatif mereka (copilot). 

Fungsi utama speakership dalam tradisi parlementer modern 

yang dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu fungsi Internal dan 

external dimana dapat di jabarkan sebagai berikut : 

1. Fungsi Internal (Kepemimpinan Sidang), dimana pemimpin 

tersebut harus dapat menjalankan sidang, menjaga ketertiban dan 

menegakkan aturan serta tata tertib yang dapat menentukan siapa 

yang berhak berbicara dalam sidang, mengajukan pertanyaan 

untuk di putuskan dalam sidang, selain tugas yang di jabarkan 

speaker dalam parlemen adalah memimpin pemungutan suara 

dan menggunakan casting vote jika suara berimbang.  

2. Fungsi Eksternal (Representasi) dapat dijabarkan menjadi wakil 

resmi parlemen dalam hubungan dengan kepala negara, lembaga 

lain, dan pihak eksternal. Hal yang penting lainnya adalah Aspek 

Netralitas dan Independensi yang mana dalam sistem parlemen, 

Speaker harus dapat bersikap imparsial, bebas dari tekanan 

eksekutif, dan dapat menjaga nama baik lembaga.  

 

Dasar Hukum Speakership dalam Konteks Indonesia 
Di Indonesia tidak memakai istilah “Speaker”, tetapi konsep dan fungsi 

kepemimpinan parlemen dijalankan oleh Pimpinan DPR, MPR, dan 
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DPD dengan Dasar hukum yang terdapat dalam:  UUD 1945 (Pasal 19–

22E, Pasal 2–3, dll dan Undang Undang No. 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur kedudukan lembaga-

lembaga parlemen dengan tata cara pemilihan pimpinan serta tugas 

dan wewenang lembaga, dimana fungsi dari Pimpinan Parlemen di 

Indonesia hampir sama dengan fungsi “Speaker” yaitu  memimpin 

sidang, menjaga ketertiban, mengumumkan keputusan, dan 

menjalankan fungsi representasi lembaga. 

Dengan dasar Prosedural: Aturan Tata Tertib dan Prosedur 

Parlementer, Selain dasar hukum formal, kepemimpinan parlemen 

dijalankan berdasarkan prosedur parlementer yang mencakup aturan 

etika dalam tata cara debat, dengan mekanisme voting dan aturan 

tertib internal, yang tentunya aturan-aturan ini mempengaruhi sistem 

parlemen modern, termasuk model kepemimpinan sidang. 

Selain indikator kwalitatif bisa juga dilakukan dengan 

pengukuran  Indikator kwantitatif (Digital Maturity) dengan beberapa 

cara sebagai berikut, yang pertama AI Adoption Level dapat 

disampaikan  sebagai cara dengan menggunakan data yang besar yang 

digunakan dalam setiap sidang komisi dan Transparency Index dengan 

memberikan kemudahan akses publik terhadap rekaman sidang dan 

rincian anggaran secara real-time, sebagaimana tergambar dalam 

matriks evalusi berikut : 

Tabel 9.1 : Contoh Tabel Matriks Evaluasi Komprehensif 

Dimensi 
pengukuran 

Alat Ukur (Tools) Target Keberhasilan 

Integritas Integrity Audit & 
Ethics Committee 

Nol pelanggaran kode etik berat. 

Legislasi Sociological Impact 
Assessment 

Undang Undang yang dapat 
memberikan dampak ekonomi 
positif > 5%. 

Pengawasan Blockchain Ledger 
Tracking 

Transparansi anggaran 100% dapat 
dilacak. 

Representasi Sentiment Analysis AI Kepuasan konstituen digital > 75%. 

Sumber: Diolah Penulis 
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Catatan : data menggunakan perhitungan asumsi dimana membangun leadership 
parlemen yang terbaik adalah tentang menyeimbangkan "Traditional Wisdom" 
(Integritas/Musyawarah) dengan "Modern Tools" (AI/Big Data).  

 

 

Kompas Moral dan Fondasi Filosofis Kepemimpinan 

Parlemen 

Disini kita akan melakukan eksplorasi alasan mengapa seorang 

pemimpin parlemen harus memiliki "akar" yang kuat sebelum 

mengoperasikan "alat" teknologi, karena kepemimpinan parlemen 

adalah hal utama yang bisa menemukan sebagai berikut :  

1. Menemukan Akar Kepemimpinan belajar dari Para pemimpin 

parlemen menyatakan bahwa kepemimpinan parlemen bukan 

sekadar jabatan struktural, melainkan amanah ideologis. Dikutip 

pada dua kutub integritas yang ada di Indonesia sebagai berikut :  

a. Mohammad Hatta (Kejujuran Radikal): Beliau mengajarkan 

bahwa pemimpin parlemen harus memiliki "otak yang tajam 

tetapi hati yang tenang". Di era digital, kejujuran Hatta 

diterjemahkan sebagai Transparansi Data. Pemimpin tidak 

boleh menyembunyikan fakta di balik retorika. 

b. Agus Salim beliau menyatakan bahwa (Memimpin adalah 

Menderita) Filosofi Grand Old Man ini mengingatkan bahwa 

masuk ke parlemen bukan untuk memperkaya diri sendiri (self-

enrichment), melainkan pengabdian (public service). Jika 

seorang pemimpin tidak siap "menderita" demi kepentingan 

rakyat, maka ia akan mudah terbeli oleh kepentingan oligarki. 

2. Konsep Servant Leadership di Ruang Legislatif, berbeda dengan 

eksekutif yang bersifat instruktif, kepemimpinan parlemen bersifat 

kolektif-kolegial, dimana dapat diartikan bahwa  Pemimpin sebagai 

Fasilitator yang memiliki tugas utama ketua atau pimpinan komisi 

dalam memastikan suara minoritas didengar dan konsensus 

dicapai tanpa mengorbankan integritas. Ada hal yang tak kalah 

penting berikutnya adalah Hati-hati dalam menyusun Regulasi. 

Meminjam pemikiran Gus Dur, yang menyatakan bahwa setiap 

undang-undang yang lahir harus memiliki "nyawa" kemanusiaan. 

Jangan sampai Undang Undang dibuat secara teknis sempurna 

namun secara moral cacat karena menindas kelompok marginal. 
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Pendahuluan 

Dalam sistem ketatanegaraan modern, parlemen diposisikan sebagai 

salah satu pilar utama penyelenggaraan demokrasi konstitusional 

melalui empat fungsi utamanya: keterwakilan, legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. Kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat 

ditentukan oleh kapasitas institusional parlemen dalam mengelola 

informasi, keahlian, dan proses deliberasi, terutama di tengah 

kompleksitas tata kelola pemerintahan dan meningkatnya tuntutan 

akuntabilitas publik. Di sinilah sistem pendukung pengambilan 

keputusan (SPPK) dalam hukum parlemen menjadi relevan sebagai 

instrumen institusional yang menjembatani rasionalitas politik dan 

rasionalitas hukum, sekaligus memastikan bahwa keputusan 

parlemen tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga legitimate 

secara demokratis (Adiputri, 2025). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong 

lahirnya konsep parlemen modern dan e-parliament yang 

menekankan transparansi, akses informasi, serta partisipasi publik 

sebagai bagian integral dari praktik demokrasi kontemporer. 

Penerapan e-parliament di DPR RI menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi, 

keterbukaan informasi, dan interaksi dengan warga, meskipun pada 

praktiknya masih didominasi oleh fungsi penyediaan informasi dan 

belum sepenuhnya mendukung komunikasi dua arah yang efektif. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa SPPK tidak dapat dipahami semata 

sebagai perangkat teknokratik berbasis data, tetapi 

sebagai ekosistem yang mencakup dukungan keahlian, infrastruktur 

digital, prosedur deliberatif, dan mekanisme partisipasi publik yang 

bermakna (Wafi & Izzi, 2024). 

Dalam konteks Indonesia, relasi kekuasaan antara eksekutif dan 

legislatif dalam sistem presidensial multipartai menunjukkan 

kecenderungan executive-heavy, termasuk dalam proses 

pembentukan undang-undang dan pengambilan keputusan strategis. 

Penelitian tentang fast-track legislation dan perluasan kewenangan 

Presiden melalui Perppu menunjukkan bahwa inisiatif dan kontrol 

substansial terhadap agenda legislasi sering kali berada di tangan 
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eksekutif, sementara parlemen berperan lebih reaktif. Hal ini 

berdampak pada berkurangnya ruang legislative scrutiny dan 

melemahnya fungsi checks and balances, sehingga menegaskan 

urgensi penguatan SPPK parlemen baik dalam bentuk badan keahlian 

independen, dukungan riset, maupun integrasi sistem informasi 

legislasi yang terbuka dan dapat diawasi publik (Susilowati, 2024). 

Tuntutan terhadap partisipasi publik yang lebih bermakna dalam 

proses legislasi juga semakin menguat, terutama pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memperluas 

makna partisipasi masyarakat dari sekadar formalitas menjadi 

meaningful participation. Integrasi electronic participation 

(e-participation) ke dalam proses pembentukan undang-undang 

dipandang sebagai salah satu sarana untuk memenuhi standar 

partisipasi bermakna tersebut, namun implementasinya masih 

menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, keterbatasan 

infrastruktur, serta lemahnya desain platform yang memungkinkan 

kolaborasi substantif warga dengan legislator. Dalam situasi ini, SPPK 

yang dirancang sebagai ekosistem keahlian dan informasi termasuk 

kanal e-parliament dan open data parliament menjadi kunci untuk 

menghubungkan mekanisme representasi formal dengan aspirasi 

publik yang beragam dan tersebar (Febrina & Manurung, 2022). 

Bab ini berangkat dari asumsi normatif bahwa reformasi dan 

penguatan SPPK merupakan prasyarat bagi konsolidasi demokrasi 

substantif, penegakan rule of law, serta pemulihan kepercayaan publik 

terhadap parlemen. Melalui analisis atas fungsi keterwakilan dan 

legislasi sebagai locus utama, serta elaborasi atas fungsi anggaran dan 

pengawasan, bab ini berupaya menunjukkan bagaimana desain dan 

praktik SPPK akan menentukan sejauh mana parlemen mampu 

menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, menghasilkan produk 

hukum yang responsif, dan memastikan bahwa keputusan politik 

mencerminkan kepentingan konstituen, bukan semata preferensi 

elite. Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat 

memberikan landasan konseptual dan argumentatif bagi agenda 

penguatan SPPK parlemen Indonesia di era digital (Darmawan, 2015). 
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SPPK dalam Fungsi Keterwakilan dan Legislasi Parlemen 

Subbab ini menguraikan bagaimana sistem pendukung pengambilan 

keputusan (SPPK) bekerja dalam fungsi keterwakilan dan legislasi 

parlemen, dengan fokus pada DPR RI sebagai studi kasus utama. 

Dalam kerangka demokrasi perwakilan, DPR tidak hanya berperan 

sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai institusi yang 

mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi publik melalui beragam 

mekanisme formal maupun digital. Di titik inilah SPPK berfungsi 

sebagai infrastruktur penopang rasionalitas keputusan: menyediakan 

informasi, analisis, serta kanal partisipasi yang memungkinkan 

representasi lebih substantif, bukan sekadar prosedural (Febrina & 

Manurung, 2022). 

Dalam fungsi keterwakilan, desain kelembagaan DPR sangat 

dipengaruhi oleh struktur partai politik dan fraksi sebagai 

kepanjangan tangan partai di parlemen. Studi mengenai keanggotaan 

partai politik di DPR menunjukkan bahwa orientasi representasi 

anggota dewan kerap lebih kuat mengacu pada garis kebijakan partai 

dan kepentingan koalisi pemerintahan dibandingkan aspirasi 

konstituen secara langsung. Konteks ini menjelaskan mengapa SPPK 

berbasis aspirasi publik seperti sistem informasi aspirasi, reses, dan 

forum konsultasi publik, sering kali hanya menjadi kanal input yang 

lemah posisinya dalam proses pengambilan keputusan akhir. Di 

banyak kasus, aspirasi yang terkumpul tidak sepenuhnya terintegrasi 

dalam dokumen kebijakan, naskah akademik, maupun pembahasan 

RUU di alat kelengkapan dewan (Hariri, 2023). 

Perkembangan e-parliament di lingkungan DPR RI 

memperlihatkan upaya untuk mentransformasikan fungsi 

keterwakilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian 

Febrina mengenai penerapan e-parliament menunjukkan bahwa situs 

web dan platform digital DPR telah meningkatkan keterbukaan 

informasi, namun masih didominasi fungsi penyediaan informasi satu 

arah. Fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah dan 

deliberasi daring antara anggota dewan dan warga belum berjalan 

optimal, sehingga potensi e-parliament sebagai bagian integral SPPK 

untuk memperkuat representasi substantif belum sepenuhnya 
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Pendahuluan 

Fungsi legislasi merupakan salah satu pilar utama dalam arsitektur 

konstitusional suatu negara demokratis. Dalam teori hukum parlemen 

modern, pembentukan undang-undang tidak sekadar dipahami 

sebagai rangkaian prosedur formal pembuatan norma, melainkan 

sebagai arena distribusi kekuasaan yang mencerminkan dinamika 

relasi antar lembaga negara. Perspektif ini menggeser pemahaman 

klasik mengenai legislasi dari sekadar fungsi teknis menjadi sebuah 

proses politik-konstitusional yang sarat dengan kepentingan 

institusional. 

Dalam konteks Indonesia pascaamandemen Undang-Undang 

Dasar 1945, desain konstitusional telah mengalami perubahan yang 

signifikan. Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen 

keempat (1999–2002), rumusan tersebut diubah secara mendasar: 

DPR ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-

undang (Pasal 20 ayat (1)), sementara Presiden hanya berhak 

mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 ayat (1)). Pergeseran 

tekstual ini oleh Saldi Isra disebut sebagai "pergeseran fungsi 

legislasi" secara normatif menandai transformasi dari model 

eksekutif-dominan menuju model legislatif-sentris (Isra, 2013). 

Namun demikian, apakah perubahan konstitusional tersebut telah 

mengubah praktik legislasi secara substantif merupakan pertanyaan 

yang justru menjadi titik sentral analisis bab ini. 

Bab ini bertujuan menganalisis fungsi legislasi DPR melalui dua 

dimensi: pertama, dimensi normatif-prosedural, yakni tahapan 

pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya) 

mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3); 

dan kedua, dimensi institusional-empiris, yakni kecenderungan 

distribusi kekuasaan antara DPR dan eksekutif dalam praktik legislasi 

Indonesia kontemporer. Dengan mengintegrasikan kerangka teori 

agenda-setting power (Tsebelis), konsep institutional opportunity 

structure, serta literatur komparatif mengenai executive heavy 
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legislation, analisis ini berupaya menjelaskan bagaimana desain 

prosedural dan konfigurasi politik membentuk efektivitas fungsi 

legislatif parlemen. 

 

Tahapan Normatif Pembentukan Undang-Undang: 

Kerangka Konstitusional dan Prosedural 

Kerangka normatif pembentukan undang-undang di Indonesia 

berlandaskan pada dua instrumen hukum utama: Pasal 20–21 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) 

sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011. Instrumen-

instrumen ini merancang proses legislasi sebagai suatu kontinum 

prosedural yang terdiri atas lima tahap utama: perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan 

pengundangan. Setiap tahap tidak berdiri sendiri, melainkan saling 

berkelindan dalam satu sistem yang dirancang untuk menjamin 

keseimbangan kekuasaan, transparansi, dan kualitas produk legislasi. 

1. Tahap Perencanaan: Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

Perencanaan legislasi di Indonesia diwujudkan melalui instrumen 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang secara hukum 

didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 

sebagai "instrumen perencanaan program pembentukan undang-

undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis." 

Prolegnas beroperasi pada dua jenjang: Prolegnas Jangka 

Menengah yang disusun untuk periode lima tahun masa jabatan 

DPR, dan Prolegnas Prioritas Tahunan yang memuat daftar RUU 

yang ditargetkan diselesaikan dalam satu tahun sidang. 

Secara institusional, penyusunan Prolegnas dilakukan secara 

bersama oleh DPR melalui Badan Legislasi (Baleg), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) melalui Panitia Perancang Undang-

Undang (PPUU), dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh 

menteri yang membidangi hukum. Efektivitas Prolegnas sebagai 

instrumen perencanaan bergantung pada beberapa faktor 

determinan, meliputi kapasitas institusional, disposisi politik 

lembaga perancang, kerangka hukum, dan orientasi kebijakan 

legislasi yang dianut (Hermanto dkk., 2025). Koordinasi ketiga 
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lembaga ini bersifat wajib dan hasilnya ditetapkan dengan 

Keputusan DPR namun dalam praktiknya, kualitas koordinasi ini 

kerap tidak optimal. 

Dalam praktiknya, mekanisme Prolegnas menghadapi 

tantangan struktural yang serius. Sejak tahun 2005 hingga 2019, 

DPR dan Pemerintah secara konsisten menetapkan target 

Prolegnas Prioritas antara 40 hingga 55 RUU per tahun, namun 

rata-rata realisasi hanya mencapai 15 hingga 16 undang-undang 

per tahun (“The 2020 Prolegnas,” 2020). Kesenjangan antara 

perencanaan dan realisasi ini mencerminkan suatu paradoks 

institusional: Prolegnas cenderung berfungsi sebagai daftar 

keinginan (wishlist) politik daripada sebagai dokumen 

perencanaan legislasi yang realistis dan terukur. 

Tingkat keberhasilan Prolegnas Prioritas dalam periode 

legislasi terkini hanya berkisar antara 13 hingga 20 persen dari 

target yang ditetapkan, dimana faktor-faktor penghambat utama 

meliputi ego sektoral antarlembaga, rendahnya partisipasi publik 

yang bermakna, kelemahan sinkronisasi dan harmonisasi 

antarregulasi, serta absennya evaluasi pascapengundangan yang 

sistematis (Satria dkk., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa 

kelemahan Prolegnas bersumber tidak hanya dari faktor teknis, 

tetapi juga dari insentif politik yang membentuk perilaku legislatif 

secara keseluruhan. 

 

2. Tahap Penyusunan: Naskah Akademik sebagai Instrumen 

Rasionalitas Legislatif 

Tahap penyusunan menandai transformasi agenda legislasi dari 

daftar rencana menjadi dokumen hukum yang siap untuk dibahas. 

Sejak berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap RUU 

diwajibkan disertai Naskah Akademik (NA) yang memuat landasan 

filosofis, sosiologis, dan yuridis dari materi muatan yang diatur. 

Persyaratan NA merupakan inovasi institusional yang bermaksud 

mengintegrasikan rasionalitas akademis ke dalam proses legislasi, 

mencegah cacat formil, dan memastikan bahwa setiap RUU 

memiliki justifikasi empiris yang memadai sebelum memasuki 

proses pembahasan. 
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Fungsi legislasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses 

administratif yang mengubah rancangan peraturan menjadi undang-

undang. Dalam negara hukum yang demokratis, legitimasi suatu 

produk hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat 

dilibatkan secara aktif dan substansial dalam proses 

pembentukannya. Konsep Meaningful Participation hadir sebagai 

respons kritis terhadap praktik partisipasi yang bersifat formalitas, 

yang kerap hanya berupa “sosialisasi searah” tanpa ruang dialog dan 

pengaruh nyata dari publik. 

 

Hakikat Fungsi Legislasi dalam Negara Demokrasi 

Hakikat fungsi legislasi dalam negara demokrasi berakar pada prinsip 

kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam 

pembentukan norma hukum. Secara konseptual, fungsi legislasi 

merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh konstitusi 

kepada lembaga legislatif untuk membentuk peraturan perundang-

undangan yang bersifat umum dan mengikat (regeling). Kewenangan 

ini mencerminkan otoritas negara dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui norma yang 

memiliki daya paksa (Nasution, 1995) 

Namun demikian, dalam kerangka negara hukum demokratis, 

kewenangan legislasi tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh konstitusi 

sebagai hukum tertinggi, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta 

mekanisme checks and balances antarorgan negara. Dengan demikian, 

fungsi legislasi tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma, 

tetapi juga harus tunduk pada standar konstitusionalitas dan 

perlindungan hak-hak warga negara (Habermas, 1996) 

Pemikiran C. F. Strong menempatkan parlemen sebagai institusi 

sentral dalam sistem ketatanegaraan modern, khususnya dalam 

negara demokrasi konstitusional. Menurut Strong, fungsi utama 

parlemen adalah membentuk hukum sebagai representasi kehendak 

rakyat (will of the people). Dalam perspektif ini, parlemen bukan 

sekadar organ administratif yang merumuskan norma, melainkan 

lembaga politik yang memperoleh legitimasi dari rakyat melalui 

mekanisme representasi (Wignyosoebroto, 2002). 
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Strong lebih lanjut menekankan bahwa hukum yang dibentuk 

oleh parlemen harus memiliki statutory force, yakni kekuatan hukum 

yang sah dan mengikat secara umum. Statutory force mengandung 

makna bahwa suatu norma memperoleh daya berlaku bukan semata-

mata karena substansi materinya, melainkan karena dibentuk melalui 

prosedur konstitusional yang sah oleh lembaga yang berwenang. 

Dengan demikian, keabsahan hukum bertumpu pada dua dimensi 

yang tidak terpisahkan, yaitu legitimasi demokratis (yang bersumber 

dari kehendak rakyat) dan legitimasi yuridis (yang bersumber dari 

prosedur pembentukan yang konstitusional). Tanpa kedua dimensi 

tersebut, suatu norma tidak memiliki otoritas normatif yang memadai 

untuk mengikat warga negara (Locke, 2002). 

Dalam perkembangan teori demokrasi modern, fungsi legislasi 

tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses teknis perumusan 

norma oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, 

legislasi merupakan arena diskursus publik yang melibatkan 

partisipasi warga negara secara rasional, terbuka, dan inklusif. 

Mandat representatif yang dimiliki parlemen tidak berarti bahwa 

kehendak rakyat sepenuhnya telah terakomodasi melalui mekanisme 

elektoral (Manan, 1994). 

Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang harus 

membuka ruang dialog, konsultasi, dan partisipasi publik guna 

memastikan bahwa substansi norma benar-benar mencerminkan 

kebutuhan sosial yang riil. Tanpa adanya proses deliberatif yang 

memadai, legislasi berpotensi mengalami defisit legitimasi 

demokratis, karena norma yang dihasilkan tidak sepenuhnya 

merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas 

(Asshiddiqie, 2020). 

Secara filosofis, fungsi legislasi dalam negara demokrasi 

berkaitan erat dengan gagasan volonté générale (kehendak umum), 

yakni bahwa hukum idealnya merupakan ekspresi dari kepentingan 

kolektif, bukan sekadar artikulasi kepentingan mayoritas politik atau 

elite penguasa. Konsep ini menegaskan bahwa pembentukan hukum 

harus berorientasi pada kepentingan publik yang rasional, 

berkeadilan, dan tidak diskriminatif (Asshiddiqie, 2014). 
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Dalam konteks tersebut, fungsi legislasi berperan sebagai sarana 

institusional untuk mentransformasikan aspirasi sosial menjadi 

norma hukum yang legitimate dan dapat diterima secara luas. 

Legislasi tidak boleh menjadi instrumen dominasi kekuasaan, 

melainkan wahana untuk merumuskan konsensus normatif yang 

berlandaskan kepentingan bersama (Asshiddiqie, 2006). 

Dengan mempertimbangkan dimensi konstitusional, teoretis, dan 

filosofis tersebut, fungsi legislasi dalam negara demokrasi harus 

dipandang sebagai proses kreativitas kolektif antara negara dan 

warga negara. Legislasi bukanlah tindakan pemaksaan kehendak 

penguasa terhadap rakyat, melainkan hasil interaksi dinamis antara 

representasi politik dan partisipasi publik (Asshiddiqie, 2010). 

 

Teori Kedaulatan Rakyat dan Partisipasi 

Teori Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu doktrin sentral dalam 

ilmu ketatanegaraan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kerangka konseptual 

ini, legitimasi kekuasaan negara tidak bersumber pada kekuasaan 

ilahiah (divine right), pewarisan dinasti, maupun dominasi kekuatan 

bersenjata, melainkan pada kehendak kolektif warga negara sebagai 

entitas politik yang berdaulat. Negara dipahami sebagai konstruksi 

sosial-politik yang dibentuk melalui kesepakatan bersama untuk 

menjamin keteraturan, perlindungan hak, dan pencapaian 

kesejahteraan umum. Oleh karena itu, seluruh organ negara, baik 

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, pada hakikatnya menjalankan 

fungsi sebagai pelaksana mandat rakyat yang harus senantiasa dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral, politik, dan hukum 

(Asshiddiqie, 2010). 

Secara filosofis, teori ini berakar pada gagasan kontrak sosial 

(social contract) yang menekankan bahwa pembentukan negara 

didasarkan pada persetujuan individu-individu yang sebelumnya 

berada dalam kondisi pra-negara (state of nature). Melalui kontrak 

tersebut, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada otoritas 

politik guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental, 

ketertiban, dan kepentingan bersama. Namun demikian, penyerahan 
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tersebut tidak bersifat absolut, melainkan terbatas dan bersyarat. 

Apabila pemerintah menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak 

bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka secara teoritis rakyat 

memiliki legitimasi untuk menarik kembali mandat yang telah 

diberikan. Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemerintah 

bersifat timbal balik serta dilandasi prinsip akuntabilitas (Soekanto, 

2007). 

Dalam konteks demokrasi modern, kedaulatan rakyat 

diwujudkan melalui mekanisme partisipasi politik yang 

terinstitusionalisasi. Partisipasi tersebut tidak hanya terefleksi dalam 

pelaksanaan pemilihan umum secara periodik, tetapi juga dalam 

keterlibatan aktif warga negara dalam proses perumusan kebijakan, 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta penyampaian 

aspirasi melalui saluran-saluran konstitusional seperti kebebasan 

berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers. Demokrasi, 

dalam pengertian substantif, tidak semata-mata dimaknai sebagai 

prosedur elektoral, melainkan sebagai sistem nilai yang menjamin 

adanya ruang deliberasi publik, transparansi, dan kontrol sosial 

terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, kualitas pelaksanaan kedaulatan 

rakyat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran politik masyarakat, 

kebebasan sipil, serta integritas institusi negara (Montesquieu, 2007). 

Secara konseptual, terdapat beberapa prinsip fundamental yang 

melekat pada Teori Kedaulatan Rakyat. Pertama, prinsip supremasi 

rakyat (popular supremacy), yang menegaskan bahwa rakyat 

merupakan sumber dan pemilik kekuasaan tertinggi. Kedua, prinsip 

konstitusionalisme, yang menghendaki agar pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dibatasi dan diatur oleh norma hukum tertinggi, yaitu 

konstitusi, guna mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun 

penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Ketiga, prinsip perwakilan 

(representation), yang memungkinkan rakyat menjalankan 

kedaulatannya melalui lembaga-lembaga perwakilan dalam sistem 

demokrasi tidak langsung. Keempat, prinsip akuntabilitas dan 

responsivitas, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah 

senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan dapat 

dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat (Sadjijono, 2008). 
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4. Audit Partisipasi 

Selain itu, diperlukan mekanisme audit partisipasi sebagai 

instrumen evaluasi dan akuntabilitas. Salah satu bentuk konkret 

yang dapat diterapkan adalah kewajiban melampirkan “Matriks 

Partisipasi” dalam setiap regulasi yang disahkan. Matriks tersebut 

memuat daftar pihak yang telah dilibatkan, bentuk partisipasi yang 

dilakukan, substansi masukan yang diberikan, serta penjelasan 

mengenai sejauh mana masukan tersebut diakomodasi. Kehadiran 

dokumen ini tidak hanya meningkatkan transparansi proses 

legislasi, tetapi juga menjadi tolok ukur objektif dalam menilai 

apakah standar partisipasi bermakna telah terpenuhi. Dengan 

demikian, audit partisipasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol 

institusional yang mendorong konsistensi antara norma dan 

praktik (Sadjijono, 2008). 
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Pendahuluan  

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi anggaran, yaitu 

kewenangan konstitusional lembaga perwakilan rakyat untuk 

membahas, mengubah, menyetujui, atau menolak rancangan 

anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Anggaran 

merupakan salah satu bukti prinsip pengawasan dan keseimbangan 

dalam sistem pemerintahan, terutama dalam hubungan antara 

lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan berlakunya   undang-undang   

Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang Pemerintahan 

Daerah,  (Herman, 2022). Memberikan   otonomi   yang   seluas-

luasnya   kepada   daerah   untuk mempercepat   terwujudnya   

kesejahteraan   masyarakat   melalui   peningkatan   pelayanan, 

pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat. Penyelenggaraan 

negara sangat bertumpu pada pengelolaan keuangan negara yang 

terstruktur melalui sistem perencanaan dan penganggaran. Dalam 

konteks Indonesia, perencanaan dan penganggaran keuangan negara 

dilaksanakan oleh pihak eksekutif, yakni Pemerintah Republik 

Indonesia, yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sesuai amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. 

Fungsi Anggaran (Budgetary Power) adalah kewenangan 

konstitusional lembaga legislatif untuk membahas, mengubah, 

menyetujui, atau menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh 

pemerintah (Muluk dan Sajida, 2025). Dalam konteks Indonesia, 

fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama DPR selain fungsi 

legislasi dan pengawasan. Secara teoritis, budgetary power adalah 

instrumen kontrol politik terhadap eksekutif karena melalui 

anggaranlah arah kebijakan negara ditentukan dan sumber daya 

publik dialokasikan. 

 

Sejarah Perkembangan Hak Anggaran (Right of the Purse) 

Pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 23 Undang-

UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIII. 

Oleh karena itu, dapat dipahami rumusan pasal yang mengatur 

keuangan negara disusun sangat singkat.  Namun, ini tidak berarti 
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pasal tersebut tidak mengandung makna    secara    filosofis, yuridis, 

maupun historis dalam pasal 23 Undang-undang Dasar Negara 

Republik IndonesiaTahun1945 Konsepsi keuangan negara 

memberikanpemahaman filosofi yang tinggi terhadap kedudukan 

keuangan negara yang ditentukan APBN sebagai bentuk penjelmaan 

kedaulatan (Aminah, 2024). Dengan demikian hakekat public revenue 

dan expenditure keuangan negara dalam APBN adalah merupakan 

kedaulatan.  Pada waktu itu khususnya mengenai keuangan, benar-

benar berdasarkan kepentingan penyelenggaraan negara danbangsa, 

tanpa mengandung nuasa politik partai tertentu, apalagi kepentingan 

golongan yang haus kekuasaan.  

Oleh karena itu, yang terkait dengan keuangan negara merupakan 

sumber hukum konstitusional sebagaimana dimaksud dalam UUD 

1945 adalah sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1); Anggaran pendapatan 

dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara 

ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran 

rakyat. Ayat (2); Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama 

DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ayat (3); Apabila 

DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran 

Pendapatan dan BelanjaNegara   yang   diusulkan   oleh   Presiden, 

pemerintah   menjalankan   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

tahun lalu. Dengan menyatakan APBN adalah machtiging berarti harus 

ada tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada pemberi 

machtiging dalam UUD 1945 kuasa tersebut di berikan kepada DPR 

sebagai implementatif pemerintah, karenanya pemerintah dalam 

melaksanakan APBN harus bertanggung jawab kepada DPR. 

 

Fungsi Anggaran Eksekutif dan Legislatif dalam 

Penyusunan APBN 

Penyelenggaraan negara sangat bertumpu pada pengelolaan 

keuangan negara yang terstruktur melalui sistem perencanaan dan 

penganggaran. Dalam konteks Indonesia, perencanaan dan 

penganggaran keuangan negara dilaksanakan oleh pihak eksekutif, 
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yakni Pemerintah Republik Indonesia, yang dituangkan di dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat 

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, bahwa: 

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-

undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Ketentuan di atas mengandung tiga unsur utama yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan APBN, yakni: 

1. Dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, artinya proses 

perencanaan dan penganggaran harus membuka akseskepada 

seluruh pihak dan Masyarakat untuk memungkinkan penyerapan 

aspirasi masyarakat seluas-luasnya serta menutup celah korupsi 

dan penyalahgunaan keuangan negara; 

2. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya 

penyusunan APBN tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk 

menampung seluruh program/kegiatan K/L yang hanya bersifat 

rutin dan operasional, melainkan harus sungguh-sungguh 

disesuaikan antara program/kegiatan fungsional K/L dengan 

kebutuhan masyarakat; dan 

3. Penetapan APBN melalui undang-undang, merupakan jaminan 

legalitas APBN sebagai produk eksekutif atas keuangan negara 

yang perlu mendapat persetujuan oleh pemilik uang negara yakni, 

seluruh Masyarakat Indonesia sebagai pembayar pajak, yang 

diwakili oleh DPR sebagai perwakilan rakyat. 

Ketiga poin di atas mencerminkan bahwa APBN bukan hanya 

sekedar kumpulan mata anggaran, melainkan juga merupakan sebuah 

kebijakan. Sebagai instrumen kebijakan, APBN bersifat multi-fungsi 

yang digunakan sebagai alat untuk mencapai arah dan tujuan 

Masyarakat. Hal yang sama dinyatakan dalam Penjelasan Umum poin 

6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

bahwa: 

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, kebijakan 

ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi 

untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta 

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 
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Dengan demikian, APBN memiliki peran yang sangat vital sebagai 

kebijakan anggaran yang menentukan berjalannya program-program 

dan kegiatan-kegiatan di Kementerian/Lembaga mulai dari 

pemenuhan hak dasar, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, 

Pembangunan infrastruktur yang memadai, kepastian dan penegakan 

hukum dan berbagai program/kegiatan yang bertujuan untuk 

menyejahterakan masyarakat. Dikarenakan fungsi APBN yang sangat 

vital karena menyangkut kemaslahatan rakyat Indonesia, maka 

penyusunannya tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, 

namun dibutuhkan pula peran lembaga legislatif untuk melakukan 

persetujuan atas rancangan anggaran yang disusun oleh pemerintah 

(Salsadila et al., 2025). Logika ini sesuai dengan berbagai praktik di 

setiap negara demokrasi yang berfungsi dengan baik, di mana 

pemeriksaan seksama atas rancangan anggaran oleh parlemen 

merupakan hal esensial dalam persetujuan anggaran.  

 

 
Gambar 13.1: Skema Pemetaan Tanggung Jawab dalam Siklus 

Perencanaan dan Penganggaran 

Sumber: Diolah Penulis 
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Hakikat, Kedudukan, dan Daya Ikat Standing Orders dalam 

Hierarki Norma 

Secara umum, tata tertib/aturan prosedur parlemen diakui sebagai 

bagian dari sistem hukum nasional, tetapi derajatnya (setara 

undang-undang atau hanya peraturan internal) dan ruang 

otonominya sangat bergantung pada desain konstitusi masing-masing 

negara. Berbagai negara menempatkan aturan tata tertib (rules of 

procedure) sebagai sumber hukum khusus dalam rumpun hukum 

parlementer, biasanya dipandang sebagai sub-cabang hukum tata 

negara/konstitusional (Koshel, 2019; Кошель, 2021; Koshel, 2021; 

Le-Divellec, 2020). 

Konstitusi dapat secara eksplisit memberi rangka 

undang-undang pada peraturan tata tertib, sehingga ia menjadi 

“undang-undang prosedural” dengan kekuatan hukum tinggi, 

misalnya di Ukraina, di mana Rules of procedure dinyatakan sebagai 

akta dengan kekuatan hukum tertinggi (law) untuk seluruh prosedur 

Verkhovna Rada (Linetskyi, 2024). Dalam konteks lain (misalnya 

parlemen otonom daerah di Spanyol), status hukum aturan internal 

(apakah bernilai undang-undang atau sekadar peraturan 

administratif internal) bergantung apakah kewenangan tersebut 

secara tegas diberikan oleh konstitusi/statuta otonomi; tanpa dasar 

itu, norma personalia parlemen hanya berkedudukan sebagai 

peraturan subordinat (Silva, 2018). 

Tabel 14.1: Variasi Bentuk Sumber Hukum 

Bentuk Sumber Contoh Isi Kedudukan Umum 

Konstitusi 
Prinsip otonomi, cara 

mengadopsi tata tertib 
Hukum tertinggi 

Undang-undang/ 

Rules of 

procedure 

Detail prosedur sidang, 

voting, fraksi 

Bisa setara UU atau di 

bawahnya 

Praktik/kebiasaa

n parlementer 

Konvensi, “non-codified 

rules” 

Pelengkap, 

non-tertulis 

Sumber: Koshel, 2019; Konovalova, 2017; Linetskyi, 2024; Albanesi, 2022; 

Linetskyi, 2024; Müller & Sieberer, 2014; Silva, 2018; Lupo & Thiers, 2020; 

Wewer, 2025; Lupo & Thiers, 2020 
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Konstitusi banyak negara memberi otonomi (autonomy of 

parliament) internal: masing-masing kamar “mengadopsi 

peraturannya sendiri”, yang menjadi dasar doktrin parliamentary 

autonomy (Wintr et al., 2021; Albanesi, 2022; Silva, 2018). Otonomi ini 

mencakup: 

1. Mengatur prosedur internal sendiri (agenda, tata cara debat, 

disiplin anggota) tanpa campur tangan cabang kekuasaan lain, 

sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi (Wintr et al., 2021; 

Albanesi, 2022; Кошель, 2021; Koshel, 2021). 

2. Autonormative power: parlemen membuat norma administratif 

sendiri (misalnya statuta pegawai), dengan ruang yang 

berbeda-beda tergantung seberapa jauh konstitusi memberi 

kewenangan eksklusif tersebut (Silva, 2018). 

Namun otonomi tidak absolut. Penelitian komparatif 

menekankan perlunya titik ekuilibrium antara otonomi parlemen dan 

prinsip lain seperti supremasi konstitusi, hak oposisi/anggota, dan 

kontrol publik; di Italia, misalnya, sengketa murni soal penerapan tata 

tertib diselesaikan oleh “hakim internal”, tetapi pelanggaran prinsip 

konstitusional tetap dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi (Wintr et 

al., 2021; Albanesi, 2022). 

Dalam banyak sistem modern, pengadilan konstitusi secara 

selektif mengawasi prosedur parlementer untuk memastikan rule of 

law dan hak asasi dihormati, sambil berupaya tidak terlalu 

mengintervensi urusan internal parlemen (Wintr et al., 2021; Konrath, 

2021; Кошель, 2021; Koshel, 2021). Secara teori umum, peraturan 

tata tertib parlemen merupakan bagian dari sistem hukum publik 

(hukum konstitusional/hukum parlementer) dan menjadi instrumen 

utama pelaksanaan fungsi legislatif. Otonomi parlemen mengizinkan 

pengaturan internal yang luas, tetapi selalu dibatasi oleh supremasi 

konstitusi, prinsip negara hukum, serta perlindungan hak minoritas 

dan anggota. Model konkretnya akan sangat ditentukan oleh rumusan 

konstitusi dan praktik yudisial di tiap negara. 

Peraturan tata tertib parlemen pada umumnya diakui sebagai 

“hukum”, tetapi cakupan daya ikat dan justiciability-nya tergantung 

pada sistem konstitusional masing-masing negara. Kajian teori 

prosedur menyimpulkan bahwa prosedur parlementer adalah jenis 
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“prosedur hukum”: ia mengatur tindakan hukum (misalnya pengajuan 

RUU, voting) dengan norma yang bersifat normatif, bukan sekadar 

kebiasaan politik. (Koshel, 2021; Кошель, 2021; Gardbaum, 2019; 

Müller & Sieberer, 2014; Waldeck, 1972). 

Dalam kerangka konstitusionalisme, Rules of procedure 

digambarkan sebagai “akta legislatif bernatur prosedural” yang 

mengorganisasi dan mengikat pelaksanaan fungsi konstitusional 

parlemen. (Patlachuk, 2024; Linetskyi, 2024)- Literatur komparatif 

menyebut tata tertib sebagai “konstitusi internal parlemen” (internal 

constitution of parliament), yang mengikat anggota dan mayoritas 

sendiri, berbeda dari sekadar konvensi politik non-mengikat. (Szabó, 

2023; Müller & Sieberer, 2014; Milić, 2023; Waldeck, 1972). Namun, 

sifatnya umumnya hukum publik yang mengatur organ negara, bukan 

“regels umum” yang langsung mengikat warga di luar proses 

parlementer, kecuali jika tata tertib itu sendiri diberi bentuk 

undang-undang formal. (Patlachuk, 2024; Müller & Sieberer, 2014; 

Linetskyi, 2024). 

Banyak sistem masih memakai doktrin interna corporis / 

exclusive cognisance: penerapan aturan internal dianggap urusan 

politik internal dan tidak dapat diuji, kecuali bila melanggar ketentuan 

prosedural yang tersurat di Konstitusi. (Graça, 2018; Gardbaum, 2019; 

Kazai, 2024; Konrath, 2021)- Tren baru: sejumlah mahkamah 

konstitusi (Jerman, Afrika Selatan, sebagian putusan Rusia, ECHR) 

mulai menguji kepatuhan terhadap tata tertib bila berdampak pada 

hak anggota/minoritas atau hak asasi, menjadikannya standar 

legalitas yang dapat diawasi hakim. (Koshel, 2021; Szabó, 2023; 

Gardbaum, 2019; Kazai, 2024; Konrath, 2021; Koshel, 2020)- Di Brasil, 

penulis berargumen bahwa semua aturan prosedural, termasuk 

ordinansi internal, seharusnya dipandang sebagai bagian dari rule of 

law dan dapat diawasi, bukan sekadar soal politik. (Graça, 2018). 

Secara teori dan praktik modern, tata tertib parlemen dipandang 

sebagai bagian dari hukum (lex parlamentaria), bukan hanya 

kesepakatan politik. Namun, hanya sebagian sistem yang 

memperlakukan pelanggaran tata tertib sebagai isu yustisiabel; di 

banyak negara, pengujian yudisial dibatasi pada aspek prosedur yang 

“naik” ke tingkat konstitusional atau menyentuh hak dasar. 
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Etika Parlemen 

Etika parlemen pada hakikatnya merupakan seperangkat norma 

moral dan standar perilaku yang mengikat setiap anggota DPR dalam 

menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan 

(Bertens, 2001: 4). Etika ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan 

terhadap ketentuan hukum tertulis, melainkan juga menyangkut 

dimensi kepatutan, integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam 

pelaksanaan mandat publik. Dalam konteks lembaga perwakilan, etika 

berfungsi sebagai fondasi moral yang menjaga agar kekuasaan yang 

bersumber dari rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan 

pribadi atau golongan (Asshiddiqie, 2006: 309). 

Keberadaan etika parlemen memiliki posisi strategis karena 

anggota DPR berada pada ruang publik yang terbuka dan setiap 

tindakan, pernyataan, serta keputusan politiknya memiliki implikasi 

langsung terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, standar 

perilaku yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan standar 

perilaku individu pada ranah privat. Jabatan sebagai wakil rakyat 

mengandung konsekuensi etik berupa kewajiban menjaga 

kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, serta 

menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

maupun partai politik (Budiardjo, 2008: 322). 

Dalam perspektif negara hukum demokratis, etika parlemen juga 

berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang bersifat 

internal. Meskipun DPR memiliki hak dan kewenangan konstitusional 

yang luas, pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas kepatutan 

dan tanggung jawab moral. Tanpa kerangka etik yang kuat, 

kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan melalui praktik 

yang merugikan kepentingan publik (Mahfud MD, 2010: 27), seperti 

penyalahgunaan pengaruh, transaksi politik yang tidak transparan, 

atau pengambilan keputusan yang dipengaruhi kepentingan tertentu. 

Lebih lanjut, etika parlemen mencerminkan hubungan timbal balik 

antara legitimasi politik dan integritas kelembagaan. Legitimasi 

diperoleh melalui pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat, 

sedangkan integritas dibangun melalui konsistensi perilaku yang 

sesuai dengan norma etik dan hukum. Apabila integritas terabaikan, 
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legitimasi yang bersumber dari proses demokratis dapat mengalami 

penurunan karena kepercayaan masyarakat melemah (Asshiddiqie, 

2005: 297). Oleh karena itu, penegakan etika tidak sekadar bertujuan 

memberikan sanksi atas pelanggaran, melainkan menjaga 

kesinambungan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan. 

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, penguatan etika 

parlemen juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dan 

akuntabilitas. Masyarakat memiliki ekspektasi yang semakin tinggi 

terhadap keterbukaan proses pengambilan keputusan dan konsistensi 

perilaku pejabat publik. Dengan demikian, etika parlemen tidak dapat 

dipahami sebagai norma internal semata, tetapi sebagai bagian dari 

tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pembinaan, pencegahan, 

serta penegakan kode etik menjadi instrumen penting dalam 

memastikan bahwa DPR menjalankan perannya sebagai representasi 

rakyat secara bermartabat, bertanggung jawab, dan selaras dengan 

prinsip demokrasi konstitusional. Adapun Jimly Asshiddiqie, 

mengemukakan terdapat 4 (empat) problem demokrasi di Indonesia 

yaitu, 1). Segmented Pluralism; 2). Unequal distribution of Resources; 3). 

Paternalistic Politicial Culture; and 4). Extractive politicial and 

economic institusions. (Asshiddiqie, 2022: 3). 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislatif 

memegang kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-

undang. UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 20A menetapkan bahwa 

DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, 

dan fungsi pengawasan (Isra, 2012: 437). Fungsi legislasi diwujudkan 

dalam pembahasan dan persetujuan rancangan undang-undang 

bersama Presiden. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembahasan 

serta persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi 

pengawasan diarahkan pada pengendalian pelaksanaan undang-

undang dan kebijakan pemerintah agar selaras dengan ketentuan 

hukum. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, DPR 

diberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah 

mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas. Hak angket 

memungkinkan DPR melakukan penyelidikan atas pelaksanaan 

undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga tidak sesuai 
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ketentuan. Hak menyatakan pendapat memberikan ruang bagi DPR 

untuk menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah, 

peristiwa tertentu, atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Meskipun demikian, pelaksanaan hak-hak 

tersebut harus dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, 

dan sesuai dengan prinsip etika ketatanegaraan. Penyimpangan dalam 

penggunaan hak konstitusional berpotensi menimbulkan persoalan 

etik dan mengganggu keseimbangan sistem pemerintahan yang telah 

dirancang dalam konstitusi. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipandang sebagai lembaga 

negara yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan simbolik atas kedudukan 

tersebut tercermin dalam setiap pembukaan sidang resmi, ketika 

pimpinan sidang menyapa para anggota dengan sebutan “anggota 

dewan yang terhormat”. Penyebutan tersebut bukan sekadar 

formalitas protokoler, melainkan mencerminkan penghargaan 

institusional terhadap fungsi representatif yang diemban oleh setiap 

anggota DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. 

Secara filosofis, penghormatan terhadap anggota DPR berakar 

pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam 

konstitusi. Anggota DPR merupakan representasi politik warga negara 

yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga 

keberadaannya mencerminkan kehendak rakyat dalam bentuk 

kelembagaan negara. Dalam konteks tersebut, martabat DPR tidak 

terlepas dari legitimasi demokratis yang bersumber dari konstituen 

yang diwakilinya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap DPR pada 

hakikatnya merupakan penghormatan terhadap suara rakyat yang 

disalurkan melalui mekanisme perwakilan. Untuk menjaga 

kehormatan dan integritas lembaga serta memberikan batasan 

normatif terhadap perilaku anggotanya (Huda, 2013: 177), ditetapkan 

ketentuan mengenai etika dan tata perilaku. Pengaturan tersebut 

dimaksudkan sebagai pedoman moral dan hukum agar setiap anggota 

DPR menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara 

bertanggung jawab, berintegritas, serta sesuai dengan nilai-nilai 

kepatutan. Ketentuan mengenai kode etik tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan 
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Redesain Filosofis Hukum Parlemen di Era Demokrasi 

Deliberatif 

Perubahan paradigma hukum parlemen dari sekadar aturan prosedur 

formal menuju substansi kedaulatan rakyat yang dialogis dapat 

dipahami melalui konsep kedaulatan populer yang menempatkan 

rakyat sebagai kedaulatan politik utama, bukan hanya parlemen 

sebagai kedaulatan hukum. Studi kasus referendum di Inggris 

menunjukkan munculnya konvensi konstitusional baru yang menjaga 

parlemen tetap berada di bawah kedaulatan politik rakyat, meskipun 

secara hukum parlemen masih berdaulat (White, 2020; McConalogue, 

2019). Pendekatan ini menuntut mekanisme partisipasi publik yang 

lebih nyata, seperti pengawasan dan kontrol langsung terhadap wakil 

rakyat, misalnya melalui mekanisme recall atau pemilihan ulang 

anggota parlemen yang melibatkan suara rakyat secara langsung 

(Anggraeni et al., 2024).  

Selain itu, pergeseran ini juga memerlukan reinterpretasi norma-

norma dominan dalam budaya politik agar hak-hak politik tidak hanya 

terikat pada kewarganegaraan formal tetapi juga inklusif terhadap 

partisipasi warga secara luas (Goenaga, 2019). Konsep demokrasi 

pluralistik yang menyebarkan kedaulatan rakyat secara inklusif dan 

dialogis menjadi alternatif untuk mengatasi tantangan populisme 

yang seringkali menggunakan klaim kedaulatan rakyat secara sempit 

dan eksklusif (Chambers, 2024; Schmidtke, 2023). Dengan demikian, 

transformasi paradigma ini menuntut reformasi konstitusional dan 

budaya politik yang mengedepankan dialog, partisipasi aktif warga, 

serta mekanisme legal yang memungkinkan kontrol rakyat atas 

parlemen secara berkelanjutan. 

Hukum parlemen yang hanya berfungsi sebagai stempel bagi 

kepentingan elite partai politik cenderung kehilangan legitimasi 

demokratisnya karena mengabaikan fungsi deliberatif yang esensial 

dalam demokrasi. Dalam sistem parlementer, loyalitas anggota 

parlemen seringkali lebih kuat kepada partai daripada kepada 

institusi parlemen itu sendiri, sehingga ideologi partai dapat 

mengalahkan idealisme konstitusional dan menghambat akuntabilitas 

legislatif yang efektif (Norton, 2021). Studi di berbagai negara 
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menunjukkan bahwa parlemen lebih responsif terhadap tekanan 

kelompok kepentingan bisnis dibandingkan dengan kelompok 

kepentingan publik, yang seringkali bergantung pada aliansi politik 

dengan partai penguasa (Cross et al., 2021).  

Selain itu, politisi kadang skeptis terhadap mekanisme deliberatif 

seperti mini-publics karena dianggap dapat mengancam posisi mereka 

dan melemahkan legitimasi pemilihan umum sebagai sumber 

representasi (Rangoni et al., 2021; Pálsdóttir et al., 2023). 

Ketidakpercayaan publik terhadap parlemen juga muncul ketika 

anggota parlemen dianggap lebih mewakili kepentingan pemerintah 

atau partainya daripada konstituen, sehingga terjadi jarak antara 

wakil dan rakyat (, 2025). Oleh karena itu, agar hukum parlemen tetap 

demokratis, perlu adanya reformasi yang memperkuat ruang 

deliberasi publik dan mekanisme partisipasi warga yang nyata, bukan 

sekadar formalitas prosedural atau alat pengesahan keputusan elit 

partai (Gherghina & Jacquet, 2022; Matthews, 2020). 

Ketegangan antara loyalitas pada garis partai dan representasi 

konstituen tidak bisa dihapus, tetapi dapat dikelola melalui desain 

prosedur parlemen yang menyeimbangkan independensi wakil dan 

akuntabilitas mereka. Sistem pemilu campuran menunjukkan 

“mandate divide”: anggota dari dapil (SMD) cenderung lebih peka pada 

kepentingan konstituen dan sedikit lebih sering menyimpang dari 

garis partai, terutama jika kursinya tidak aman, sedangkan anggota 

dari daftar partai lebih terikat pada pusat partai (Papp, 2020; Sieberer 

& Ohmura, 2019; Kunicová & Remington, 2008). 

Studi kasus Brexit menunjukkan ketika “mandat rakyat” 

(referendum nasional), preferensi dapil, dan posisi partai 

bertentangan, anggota harus memilih siapa yang diprioritaskan (Auel 

& Umit, 2020). Konstitusi di Eropa kontinental menegaskan larangan 

mandat imperatif dan “free mandate” anggota, tetapi praktik disiplin 

partai dan kontrak politik (misalnya Italia, Spanyol) secara de facto 

menekan kebebasan itu (González, 2017; Pacini et al., 2021; Ghencea 

& Murphy, 2024). 

Dari sejumlah referensi, dapat diidentifikasi sejumlah strategi 

rekonsiliasi dalam norma/prosedur parlemen, antara lain sebagai 

berikut: Pertama, menjamin ruang mandat konstituen tanpa 
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meruntuhkan kohesi partai. Contohnya: alokasi waktu pidato khusus 

untuk isu dapil (seperti Hora de Incidentes di Chile) memungkinkan 

anggota membangun koneksi konstituen tanpa mengganggu pesan 

kebijakan resmi partai (Alemán et al., 2017). Pertanyaan parlemen 

bertema daerah / sektor (mis. pertanian di Hungaria) digunakan 

sebagai kanal institusional untuk menyalurkan mandat konstituen 

dalam kerangka disiplin partai (Papp, 2020; Sanches & Kartalis, 2024). 

Kedua, mendefinisikan batas dan prosedur “penyimpangan”. 

Bukti dari Jerman dan Rusia: penyimpangan dari garis partai 

cenderung “terkendali” dan terfokus pada isu di mana tekanan dapil 

tinggi; norma prosedural dapat mengakui voting bebas 

(conscience/constituency votes) pada isu tertentu tanpa merusak 

struktur fraksi (Sieberer & Ohmura, 2019; Kunicová & Remington, 

2008). Regulasi anti-defection yang terlalu keras memang 

menguatkan pemimpin partai, tetapi melemahkan representasi dan 

akuntabilitas substantif; literatur menyarankan kehati-hatian dalam 

menjadikan disiplin partai sebagai norma hukum yang kaku (Khosla & 

Vaishnav, 2024; Ghencea & Murphy, 2024). 

Ketiga, menguatkan akuntabilitas substantif, bukan mandat 

imperative. Gagasan “semi-directed mandates”: kandidat/partai 

menyatakan prioritas kunci, pemilih dapat memberikan mandat lebih 

spesifik, dan ada mekanisme pencabutan jika pengkhianatan janji tak 

dapat dibenarkan, sambil tetap mempertahankan ruang diskresi 

legislator (Vandamme, 2024). Representasi dipahami sebagai 

“arrangement kelembagaan”: prosedur yang mewajibkan justifikasi 

publik ketika memilih antara garis partai dan tuntutan konstituen 

membantu menjaga kepercayaan dan memitigasi efek negatif 

polarisasi dan partisanship (Froio et al., 2017; Louwerse, 2011; Destri, 

2025). 

 

Tabel 16.1: Instrumen Prosedural untuk Menyeimbangkan Dua 

Mandat 

Instrumen 
Prosedural 

Fungsi Utama 
Contoh Temuan 

Empiris / Gagasan 
Waktu pidato 
non-legislatif 
bertema dapil 

Saluran ekspresi 
mandat konstituen 
dalam forum resmi 

Chile: partai sengaja 
membuka ruang ini 
(Alemán et al., 2017) 
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